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Nama Penyusun :    Rosmidah Rauf 
NIM :    40200109023 
Judul Skripsi :    Islamisai Kesultanan Buton 
Uraian skripsi ini memuat tentang Islamisasi kesultanan Buton. Pokok 
permasalahan skripsi ini adalah bagaimana proses islamisasi kesultanan Buton. 
Masalah ini dilihat dari pendekatan historys, dengan metode penelitian yang 
dipergunakan adalah penelitian pustaka. 
Islamisasi  kesultanan Buton, dapat dikatakan berlangsung secara penetrasi 
damai yang banyak betenggang rasa dengan bentuk-bentuk tradisi ulama sufi yang 
telah melangsungkan islamisasi di Buton tidak bersifat radikal dan heroik, sebab 
target utama ulama sufi adalah menanamkan akidah Islam masyarakat Buton dengan 
harapan akan terbentuk suatu rantai genarasi muslim yang melangsungkan islamisasi 
secara berkesinambungan. Top down merupakan proses bagaimana berlangsungnya 
islamisasi di kesultanan Buton sama halnya islamisasi yang terjadi di Sulawesi 
Selatan, artinya dari atas ke bawah. Raja yang berkuasa pada waktu itu yang lebih 
dahulu memeluk Islam selanjutnya diikuti oleh rakyatnya.  
Perubahan bentuk pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan disebabkan 
oleh masuknya pengaruh Islam di Buton yang di bawa oleh Syekh Abdul Wahid 
selaku seorang pengembang dan penyebar Islam yang berdarah Arab dan berasal dari 
Semenanjung Melayu pada tahun 948 Hijriah (1542 M) dengan dilantiknya raja ke-6 
Lakilaponto sebagai sultan Buton I dengan gelar sultan Murhum Kaimuddin 





A. Latar Belakang Masalah 
Perdagangan dan pelayaran di bumi Nusantara pernah menjadi jalur potensi 
perkembangan kerajaan di Indonesia. Wilayah Indonesia termasuk wilayah yang 
strategis dalam jalur perdagangan internasional. Kondisi ini menyebabkan wilayah 
nusantara yang memiliki pelabuhan menjadi kerajaan maritim yang besar. Selain 
menjadi kerajaan maritim besar ternyata masuknya Islam ke nusantara memberikan 
pengaruh yang besar bagi nusantara.  
Islam masuk ke nusantara karena sebagian besar diterima baik oleh penduduk 
setempat, bahkan seorang raja (elite). Sehingga pada abad pertengahan di nusantara 
menjadi zaman baru sejarah Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan besar, 
di mana kerajaan di nusantara, mayoritas Hindhu-Budha mulai beralih kepada Islam 
menjadi kesultanan. 
Banyak peninggalan yang telah diberikan oleh kesultanan nusantara dalam 
berbagai aspek. Akan tetapi, kebanyakan peninggalan yang telah dikaji ataupun 
diadakan penelitian belum menyeluruh, kebanyakan bersifat Jawa sentris. Padahal 
masih banyak kajian dan sumber sejarah yang belum dikaji. Salah satu diantaranya 
adalah  kesultanan Buton. Kesultanan tersebut “terisolir” dari kesultanan-kesultanan 
lainnya di Nusantara. Ini pula menjadi salah satu alasan sehingga penulis merasa 




Buton yang terletak di bagian Tenggara pulau Sulawesi berada dalam 
jalur yang menghubungkan antara Makassar dan Maluku. Dilihat dari sudut 
pandangnya sendiri. Buton menganggap kedudukannya tidak lebih rendah dari 
kekuatan-kekuatan politik manapun. Dalam pandangan dunianya, sebagaimana 
terungkap dalam tradisi lokal, Buton menggap dirinya satu dari empat pusat 
“dunia” selain negeri Rum, Ternate, dan Solor.1 
Sejauh ini, sejarah Buton baru dilihat dari prespektif Gowa dan Ternate. Itulah 
sebabnya jika tetap berpegangan pada pandangan hegemoni saja, sejarah Buton 
sungguh terabaikan dari peta penelitian sejarah Indonesia, pada umumnya perhatian 
masih tertuju pada Gowa, Bone, Ternate atau Tidore.
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Rakyat di negeri-negeri Sulawesi Tenggara jauh sebelum masuk Islam telah 
menganut aliran dan kepercayaan terhadap beberapa kekuatan gaib seperti animisme 
dan dinanisme yang mengatur isi alam semesta, aliran kepercayaan tersebut kemudian 
dipengaruhi oleh agama Hindu, seiring dengan penyebaran Hindu-Budha di 
kepulauan Nusantara abad ke-7 M. Pengaruh tersebut masih terlihat hingga saat ini, 
seperti pembacaan mantra-mantra pada saat pembukaan lahan untuk kebun pada saat 
panen dan pada saat-saat tertentu apabila ada marabahaya dalam masyarakat, mantra-




Kepercayaan-kepercayaan masyarakat Buton pra-Islam yang ada kaitannya 
dengan islamisasi yang berlangsung mulus, keyakinan-keyakinan masyarakat 
terhadap beberapa benda dan tempat yang disakralkan. Ketika pertama kali syekh 
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La Fariki, Sejarah Islam dan Kata “La” di depan nama Pria dan kata “Wa” di depan nama 
Wanita di Sulawesi Tenggara (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah 
Sulawesi Tenggara Kendari), h.1. 
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Abdul Wahid singgah di Buton dapat dipastikan bahwa ia harus berhadapan langsung 
dengan masyarakat yang tidak hampa kepercayaan dan tradisi. Paham dan 
kepercayaan pra-Islam adalah Brahma atau Hindu-Budha. Hal ini dapat dibuktikan 
dalam kebiasaan yang sudah menjadi tradisi secara turun-temurun sampai sekarang di 
dalam masyarakat. 
Menelusuri dan menelaah bagaimana proses berlangsungnya islamisasi
4
 di 
Buton, sesungguhnya secara umum dapat dikatakan bahwa islamisasi berlangsung di 
berbagai daerah saat itu mempunyai keterkaitan dan persamaan. Dalam periode 
masuknya ajaran agama Islam di berbagai daerah di Indonesia dari kalangan ulama 
sufi sangat berjasa di dalam melangsungkan islamisasi. Bagi ulama sufi, di dalam 
usaha mereka melangsungkan islamisasi itu tidak dengan cara yang radikal dan 
bersifat heroik ataupun penaklukkan suatu daerah untuk diislamkan. Bahkan 
sebaliknya, mereka melangsungkan islamisasi dengan cara penetrasi damai, dalam 
arti bersifat tenggang rasa dengan berbagai bentuk tradisi daerah di suatu daerah 
termaksuk faham kepercayaan dan keyakinan. Sebab target dalam proses 
pengislaman yang dilakukan oleh para sufi tersebut mengacu kepada keberhasilan 
mereka untuk mengganti keyakinan dan kepercayaan lama bagi suatu masyarakat di 
suatu daerah dengan akidah Islam. 
Syekh Abdul Wahid termaksuk ulama sufi yang telah melangsungkan 
islamisasi di Buton dengan cara penetrasi damai yang banyak betenggang rasa dengan 
                                                             
4
Istilah Islamisasi seperti yang dikutip oleh Ahmad M. Sewang mengatakan bahwa 
Islamisation in process which has continued down to the present day : yaitu jejak datangnya Islam 
pertama kali, penerima dan penyebarannya. Lebih lanjut lihat Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan 
Gowa abad XVII (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.5. 
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bentuk-bentuk tradisi ulama sufi yang telah melangsungkan islamisasi di Buton tidak 
bersifat radikal dan heroik, sebab target utama mereka adalah menanamkan akidah 
Islam masyarakat Buton dengan harapan akan terbentuk suatu rantai genarasi muslim 
yang melangsungkan islamisasi secara berkesinambungan. 
Seperti halnya dengan kesultanan lain yang ada di Indonesia, Buton juga 
memiliki priodesasi sejarah.  Priodesasi sejarah Buton telah mencatat dua Fase 
penting yaitu masa pemerintahan kerajaan sejak tahun 1332 M sampai pertengahan 
abad ke-16 M tahun 1542 M dengan diperintah oleh enam orang raja diantaranya dua 
orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona. Fase kedua adalah masa 
pemerintahan kesultanan sejak masuknya agama Islam di kerajaan Buton pada tahun 
948 H (1542 M) bersamaan dilantiknya Raja ke-6 Laki Laponto sebagai Sultan Buton 
I dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis.  
Pada zaman dahulu Buton memiliki kerajaan sendiri yang bernama kerajaan 
Buton dan berubah menjadi bentuk kesultanan yang dikenal dengan nama kesultanan 
Buton. Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit, Patih Gajah 
Mada dalam Sumpah Palapa, menyebut nama Pulau Buton.
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Perubahan bentuk pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan disebabkan 
oleh masuknya pengaruh Islam di Buton yang di bawa oleh Syekh Abdul Wahid 
selaku seorang pengembang dan penyebar Islam yang berdarah arab dan berasal dari 
Semenanjung Melayu (Johor).
6
 Masyarakat Buton juga terkenal sebagai masyarakat 
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Wikipedia bahasa Indonesia, Kesultanan Buton (Ensiklopedia Bebas, [t.th.]). 
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bahari yang mengandalkan sektor perdagangan, yang pada tahap selanjutnya 
perdagangan-perdagangan yang dilakukan ke daerah-daerah yang telah menerima 
ajaran Islam, seperti kota Tuban, Gresik, dan lain-lain. Sehingga masyarakat yang 
telah mengalami kontak dengan masyarakat-masyarakat yang telah memeluk agama 
Islam akan memperkenalkan Islam kepada masyarakat Buton. 
Jalur  islamisasi lewat perdagangan merupakan taraf awal kontak hubungan 
dengan bangsa luar. Perdagangan merupakan jalur islamaisasi yang sangat 
menguntungkan karena dalam Islam tidak ada perbedaan antara pedagang dengan 
agamanya serta kewajiban sebagai seorang muslim untuk menyampaikan ajaran Islam 
kepada orang lain. 
Melihat kurangnya tulisan tentang sejarah Buton, maka penulis tertarik 
mengambil sebuah judul mengenai “Islamisasi Kesultanan Buton” dan mengakatnya 
kepermukaan karena banyak informasi dan pengetahuan yang belum digali. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah 
pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses islamisasi kesultanan Buton?. 
Permasalahan pokok tersebut dianalisis secara kritis dan empiris ke dalam beberapa 
sub masalah yaitu:  
1. Bagaimana sejarah masuknya Islam di Buton? 
2. Bagaimana proses penyebaran Islam di Buton? 
3. Bagaimana pengaruh Islam terhadap kesultanan Buton? 





C. Defenisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian 
Skripsi ini berjudul Islamisasi Kesultanan Buton, yang menjadi titik berat dari 
tulisan ini adalah bagaimana proses islamisasi kesultanan Buton sebagaimana Buton 
yang sebelumnya beragama non-Islam menjadi agama Islam. Dari segi penyebaranya 
dapat dikatakan berlangsung secara damai sebab islamisasi di Buton berlangsung 
bukan karena penaklukan suatu daerah untuk diislamkan. Sedangkan pengaruh Islam 
di kesultanan Buton sangat besar sebagaimana Islam dijadikan sebagai dasar ideologi 
di kesultaanan Buton dan sebagaimana falasafah perjuangan hidup Islam masyarakat 
Buton. Nilai yang terkandung dalam falsafah perjuangan tersebut, pertama janganlah 
memikirkan harta benda, yang penting ialah keselamatan diri. Kedua, janganlah 
memikirkan diri, yang penting ialah keselamatan negeri. Ketiga, janganlah 
memikirkan negeri, yang penting ialah keselamatan pemerintahan/adat. Dan keempat, 
janganlah memikirkan pemerintahan/adat, yang penting ialah keselamatan Agama. 
Defenisi operasional dari Islamisasi Kesultanan Buton adalah proses 
pengislaman kerajaan Buton yang berada di suatu pulau yang bernama Buton, yang 
sebelumnya beragama non-Islam menjadi agama Islam yang corak pemerintahan 
berasaskan Islam dan Islam sebagai agama resmi. 
Dari uraian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup penelitian 
ini terbatas pada proses islamisasi kesultanan Buton dan pengaruh Islam di 
kesultanan Buton. 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dari latar pemikiran yang mendasari lahirnya permasalahan terdahulu, maka 




1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana proses masuknya Islam di 
kesultanan Buton, di mana wilayah ini sebelumnya adalah mayoritas pemeluk 
agama Hindu. 
2. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimanan proses penyebaran Islam di 
Buton, yang mana kita masyarakat Buton tidak hampa kepercayaan dan tradisi. 
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Islam terhadap kesultanan Buton, 
sehingga menjadikan Islam sebagai agama bakan dijadikan sebagai dasar ideologi 
di kesultanan Buton. 
Setelah memaparkan tujuan penelitian, penulis akan mencantumkan beberapa 
kegunaanya: 
1. Untuk membuka tabir kejelasan sejarah keberadaan masyarakat di pulau Buton 
khususnya di dalam kesultanan Buton.  
2. Tulisan ini diharapkan dapat memberi nilai tambah pemahaman tentang 
bagaimana islamisasi di kesultanan Buton.  
3. Untuk menambah perbendaharaan sumber sejarah khususnya sejarah Islam 
Indonesia dan dapat di gunakan oleh siapa saja. 
E. Tinjauan Pustaka 
Mengenai pokok masalah yang penulis angkat mengenai proses islamisasi 
kesultanan Buton tidak lepas dari apa saja yang menjadi indikator sehingga bendera 
panji-panji Islam tetap berkibar di kesultanan Buton dan masalah yang penulis angkat 
belum pernah dibahas oleh penulis lain sebelumnya. Kalau pun pokok masalah 
tersebut telah dibahas oleh penulis lain sebelumnya, pendekatan dan paradigma yang 
digunakan untuk meneliti pokok masalah yang penulis kemukakan akan berbeda 
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dengan penulis-penulis sebelumnya. Selain itu pokok masalah yang penulis angkat 
mempunyai relevansi dengan sejumlah teori yang ada dalam berbagai literature 
ilmiah. Dari berbagai buku yang banyak teori yang didapatkan untuk lebih mudah 
dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menelaah lewat 
bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, artikel, dan berbagai tulisan yang erat 
kaitanya dengan pokok permaslahan skripsi ini.  
Uraian mengenai penelitian ini dapat di temukan dalam beberapa buku 
diantaranya, buku yang berjudul Sejarah Kebangkitan Nasional Sul-Tra, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sejarah dan 
Kebudayaan, tahun 1978/1979 M. Buku ini membahas tentang bentuk pemerintahan 
kesultanan Buton, wilayah-wilayah yang termaksud kesultanan Buton, serta 
hubunganya dengan Belanda. Namun, secara umum buku ini membahas bagaimana 
kebangkitan nasional masyarakat Sul-Tra. 
Buku yang berjudul Naskah Buton,  Naskah Dunia, penulisnya M. Yusran 
Darmawan, diterbitkan oleh Respect, tahun 2009 M, yang membahas tentang naskah-
naskah kuno yang menorehkan jejak sejarah tersendiri bagi masyarakat Buton dan 
catatan-catatan mengenai dunia pernaskahan di Nusantara. Buku ini adalah kumpulan 
makalah dari Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara. Selain itu, buku ini 
juga gambaran budaya Buton di masa lalu. 
Buku yang berjudul Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan 
Buton pada Abad ke-19 M, penulisnya Abd Rahim Yunus  diterbitkan oleh Jakarta: 
INIS, tahun 1995 M, yang membahas tentang adanya keterkaitan antara unsur-unsur 
ajaran tasawuf dengan unsur-unsur kekuasaan yang saling terkait membentuk dan 
memperkuat komponen-komponen kekuasaan sultan khususnya dan di kesultanan 
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pada umumnya. Buku ini memberi sumbangan untuk memahami kedudukan peranan 
tasawwuf dalam kesultanan Buton. 
Buku yang berjudul Sejarah Buton yang terabaikan, penulisnya Susanto 
Zuhdi, diterbitkan oleh Rajawali Pers, tahun 2010 M. Buku ini membahas tentang 
dinamika Buton dalam menghadapi kekuatan-kekuatan seperti Gowa, Ternate, dan 
VOC (Belanda).  
Buku yang berjudul Kerajaan Tradisional Sul-Tra (Kesultanan Buton), 
penulisnya Susanto Zuhdi, diterbitkan oleh CV Defit Prima Karya, tahun 1996. Buku 
ini membahas tentang kekuasaan kesultanan Buton sampai kepada perkembangan 
masuk dan merasuknya kekuasaan Belanda. 
Buku yang berjudul Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni I, II, dan III, 
diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, tahun 1979 M. Buku ini 
membahas tentang sejarah pemerintahan Raja-raja serta Sultan-sultan yang pernah 
memegang kekuasaan di kesultanan Buton dari Raja pertama yang bernama Putri 
Raja Wa Kaa Kaa sampai kepada Sultan ke-38 yang bernama Muh. Falihi. 
F. Metode Penelitian 
Dalam rangka penelitian penulis menggunakan beberapa metode agar dalam 
menguraikan dan menganalisis dapat mengenai sasaran, metode yang dimaksud 
adalah: 
1. Metode Pendekatan 
Dalam rangka melakukan penelitian kepustakaan penulis melakukan suatu 
pendekatan yang sesuai dengan studi dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan 
sejarah (Historys), yaitu suatu metode yang menelusuri rangkaian-rangkaian peristiwa 
yang terjadi dimasa lampau, sekarang, dan yang akan datang. 
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2. Motode Pengumpulan Data 
Pada metode pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: 
a. Heuristik, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang akan dibahas. 
b. Kritik, yaitu penulis membaca dan mengambil informasi secara lisan dan tulisan, 
namun penerimaan sumber tersebut penulis tidak menerima sebelum diberikan 
interprestasi-interprestasi terhadap sumber tersebut. 
c. Interpretasi, yakni menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang 
diperoleh secara jitu. 
d. Historiografi atau penyajian, yakni menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam 
bentuk suatu kisah. 
3. Metode Pengolahan dan Analisi Data  
Dalam pengolahan data, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 
a. Deduksi, yaitu suatu cara penulisan yang bertitik tolak dari masalah yang umum, 
kemudian menarik kesimpulan khusus. 
b. Induksi, yaitu data berserak-serak yang bersifat khusus dari bagian obyek yang 
diselidiki, dikumpulkan dengan yang lainnya untuk mendapatkan kesimpulan 
yang umum. 
c. Komparatif, yaitu metode untuk mengadakan perbadingan antara satu dengan 
yang lainnya, kemudian mengadakan penulisan yang mana akan ditempuh untuk 






G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 
Secara garis besarnya penulis memberikan gambaran secara umum dari pokok 
pembahasan ini. Isi skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab I sebagai 
pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, dimana hal tersebut 
merupakan landasan berpikir penyusunan skripsi ini. Definisi operasional dan ruang 
lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjuan pustaka, metode penelitian 
serta sistematika pembahasan. Dengan demikian, instisari yang termaktub dalam bab 
I ini adalah bersifat metodologis.  
Dalam bab II, penulis mengemukkan sekilas tentang selayang pandang 
kerajaan Buton, dimana penulis mengurai sejarah terbentuknya kerajaan Buton, letak 
geografis dan demografis kesultanan Buton, serta stratifikasi sosial dan struktur 
pemerintahan kesultanan Buton. 
Setelah penulis mengemukakan sejarah terbentuknya Pulau Buton pada bab II, 
maka selanjutnya dalam bab III penulis mengemukakan bagaimana proses sehingga 
Islam masuk di kesultanan Buton. Alasan penulis mengemukakan proses Islamisasi di 
Kesultanan Buton pada bab III ini, agar bab III memiliki kesinambungan antara sub 
bab II yang telah penulis kemukakan terdahulu. Pada bab III penulis mengurai secara 
mendetail dari siapa pembawa dan penerima Islam di Buton, proses islamisasi 
Kesultan Buton, dan faktor-faktor yang mempercepat masuknya Islam di Buton. 
Setelah mengemukakan proses masuknya Islam di Kesultanan Buton pada 
Bab III, maka pada bab IV penulis akan membahas tentang bagaimana 
pengembangan Islam di kesultanan Buton. Alasan penulis mengemukakan 
pengembagan Islam di Kesultanan Buton pada bab IV ini, agar bab III dan bab IV 
memiliki kesinambungan dan memiliki penjelasan yang sistematis  dari bab III yang 
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telah penulis kemukakan terdahulu. Pada bab IV ini penulis menguraikan dari faktor 
pendukung dan penghambat penyebaran Islam di kesultanan Buton, upaya 
pengembangan agama Islam di Buton, dan pengaruh Islam terhadap masyarakat 
Buton. 
Akhirnya, untuk merampung skripsi ini, di Bab V sebagai bab penutup akan 







SELAYANG PANDANG KESULTANAN BUTON 
A. Sejarah Terbentuknya Pulau Buton  
Asal-usul nama Buton perlu diterangkan karena adanya berbagai versi yang 
dikenal, akan tetapi sebelum itu perlu dibatasi pengertian nama Buton, pertama nama 
yang diberikan untuk sebuah pulau. Kedua, nama kerajaan atau kesultanan. Ketiga, 
nama sebuah kabupaten, dan keempat nama untuk menyebut orang Buton.
1
 
Nama Buton sebagai kerajaan diperkirakan telah berdiri sebelum Majapahit 
menyebutnya sebagai salah satu daerah taklukannya. Sumber tertulis tentang Buton 
sebenarnya bisa ditemui dalam kitab Negarakertagama Mpu Prapanca. Kitab ini 
selesai dikerjakan pada tahun 1365 M. Nama Buton sudah disebutkan sebagai 
bagaian dari kerajaan kecil dibawah kendali Majapahit. Artinya, masuknya nama 
Buton dalam kitab ini adalah bahwa seharusnya kerajaan Buton saat itu sudah eksis 
karena telah diakui dan dikenal keberadaanya, maka setidaknya jauh sebelum tahun 
1365 M kerajaan Buton sudah berdiri dan dapat dikatakan minimal sudah menjalani 
tiga generasi, jika masing-masing generasi selama 30 tahun maka setidaknya kerajaan 
Buton sudah ada seratus tahun sebelum 1365 M. Ini berarti kerajaan Buton sudah ada 
saat zaman keemasan Majapahit. 
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Selain Buton, nama Wolio juga di letakkan pada masa kerajaan yang sama. 
Wolio adalah nama yang berkaitan dalam kerangka pembentukan pemukiman itu. Di 
kisahkan oleh suatu mitos tentang migrasi kelompok orang yang datang dari johor.
2
 
Cikal bakal Buton sebagai negeri pula tidak dapat di pisahkan dari mitos. 
Asal-usul Buton telah di rintis oleh empat orang yang disebut dengan Mia Patamiana 
mereka adalah Sipajonga, Simalui, Sitamanajo, dan Sijawangkati. Menurut sumber 
sejarah kisah Buton, orang pendiri negeri ini berasal dari semenanjung Melayu yang 
datang ke Buton pada akhir abad 13 M. Empat orang Mia Patamina tersebut terbagi 
dalam dua kelompok, Sipajonga dan Sijawangkati, Simalui dan Sitamanajo. 
Kelompok pertama menguasai daerah Gundu-gundu, sementara kelompok kedua 
dengan para pengikutnya menguasai daerah Barang Katopa. Sipanjonga dan para 
pengikutnya meninggalkan tanah asal di semenanjung Melayu menuju kawasan 
Timur dengan menggunakan sebuah perahu palolang pada bulan syaban 634 H (1236 
M). Dalam perjalanan itu mereka singgah pertama kalinya di palau Malalang terus ke 
Kalaotoa dan akhirnya sampai di Buton, mendarat di daerah Kalampa kemudian 
mereka mengibarkan bendera kerajaan Melayu yang disebut bendera longga-longga. 




Simalui dan pengikutnya diceritakan mendarat di teluk Bumbu, sekarang 
masuk dalam daerah Wakarumba. Pola Hidup mereka berpindah-pidah hingga 
akhirnya berjumpa dengan kelompok Sipajonga. Akhirnya, terjadilah percampuran 








darah melalui perkawinan. Sipajonga menikah dengan Sibaana, saudara Simalui dan 
memiliki putra yang bernama Bontoambari. Setelah dewasa Bontoambari menikah 
dengan Wasigirina, putri raja Kamaru. Dari perkawinan ini, kemudian lahir seorang 
anak bernama Sangariarana, seiring perjalanan Bontoambari kemudian menjadi 
penguasa di daerah Peropa. Dan Sangariarana menguasai daerah Baluwu. Dengan 
terbentuknya desa Peropa dan Baluwu berarti telah ada empat desa yang memiliki 
ikatan kekerabatan, yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu. 
Kelompok desa ini kemudian disebut empat Limbo dan pemimpinnya disebut Bonto. 
Kesatuan keempat pemimpin desa (Bonto) ini disebut Patalimbona. Mereka inilah 
yang berwenang memilih dan mengakat seorang raja.  
Selain empat Limbo di atas, di pulau Buton juga telah berdiri beberapa 
kerajaan kecil yaitu: Tobe-Tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga. Seiring 
perjalanan sejarah, kerajaan-kerajaan kecil dan empat Limbo di atas kemudian 
bergabung dan membentuk sebuah kerajaan baru, dengan nama kerajaan Buton. Saat 
itu, kerajaan-kerajaan kecil tersebut memilih seorang wanita yang bernama Wakaka 
sebagai raja. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1332 M. Dari tradisi lokal diketahui 
adanya kisah seorang putri yang misterius yang dianggap turut menjadi pendiri 
kerajaan Buton. Kisah putri itu muncul dari “buluh gading” bernama Wakaka, 
sementara itu juga diterangkan dalam tradisi lokal ditemukannya tokoh misterius lain 
yang ditemukan dari sebuah jaring di sungai di Wakarumba. Tokoh itu seorang 
pemuda tampan yang dikenal dengan Sibatara. Wakaka adalah anak perempuan 
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Masuknya Islam dijadikan alasan peneguh terciptanya mitos baru tentang 
Buton dan Wolio, dalam mitos ini Buton dianggap berasal dari Bahasa Arab butn atau 
bathni yang berarti “perut” atau “ kandungan”. Pertelaan mengenai nama-nama itu 
diungkap di dalam naskah keturunan Mohelana (hlm. 326): 
Tuamo si iaku kupatindamo ikompona incana uincana kaapaaka upeelu 
butuuni kuma anaiya Butuuni kokompo motodikana inuncana kuruani yitumo 
duka nabita akooni apaincanamo sabubuna tana siy tuamo siy awwalina wolio 
inda kumondoa kupetula-tulaa keya soo kudingki awwalina tia siy taoakana 
akosaro butuuni aaboorasimo pangkati kalangaana. 
Artinya, demikian itu saya bertanya minta kejelasan di perut saja kamu 
nyata karena engkau suka Butuni kuartikan Butuni mengandung yang tertulis 
dalam al Qur’an di situlah Nabi kita bersabda menyatakan sebabnya tanah ini 
demikian ini awalnya Wolio tidak selesai kuceritakan hanya kusinggung 
awalnya seperti ini sebabnya bernama Butuni menempati pangkat yang tinggi.
5
   
Mitos Wolio dengan versi Islam kisahnya demikian. Konon bermula dari 
seorang musafir Arab yang diperintahkan Rasullulah Muhammad untuk berlayar ke 
Timur mendapatkan sebuah pulau yang sudah lama merindukan kedatangan Islam 
setiba di pulau itu segera menjadi pusat perhatian penduduk, untuk sekian lama 
mereka mengintai jubah siapakah gerangan pemiliknya. Sementara itu, di cabang 
pohon bertengger tujuh burung sambil berterbangan satu persatu menyuarakan 
“Butuni”. Penduduk setempat pun bersujud setelah milihat si pemilik jubah dianggap 
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Burhanuddin, Jejak Sejarah Tomanurung Awal Sejarah Kerajan-Kerajaan Sulawesi 
Tenggara, (Kendari: Yayasan Karya Teknika, 1977), h.63.  
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sebagai “Waliulloh” (pesuruh Tuhan). Dari kata Waliulloh inilah kemudian dikenal 
kata Wolio. Sebutan nama lain untuk kesultanan Buton.
6
 
Inilah menjadi alasan mengapa nama Buton mengacu kepada keutuhan pulau, 
sedangkan nama Wolio menunjukkan pada suatu tempat yang menjadi pusat 
pemerintahan berbentuk keraton yang di kelilingi benteng. Tampaknya ada 
kesesuaian antara kata Welia dengan Wolio menunjuk tempat yang sama karena dari 
sini pula cikal bakal keraton ditetapkan. Biasanya dalam hal tertentu Buton dan Wolio 
merupakan nama yang dapat diperukarkan untuk mengacu pada suatu yang sama. 
Kerajaan atau kesultanan, dalam arti tertentu terkadang berbeda. Dalam 
perkembangan sistem pemerintahan, sekarang Buton adalah nama sebuah kabupaten 
lainnya, dari wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.
7
 
Nama Buton untuk menyebut orang atau kelompok orang. Seperti halnya 
orang bugis menyebutnya Butung dan Belanda menyebutnya Buton. Selain itu, dalam 
arsip Belanda negeri ini juga dicatat dengan nama Butong (Bouthong).
8
 
  Murhum mempunyai dua anak laki-laki yang masing-masing menjadi raja 
dan diteruskan dengan dua cucunya yang bernama La Singka dan La Bula dan 
seorang perempuan yang bernama Paramasuni. Ketiga orang yang disebut itu dikenal 
sebagai kamboru-mboru talu miana menurunkan tiga cabang golongan bangsawan 
Wolio Kaumu, Tapi-tapi adalah keturunan dari La Singka, Kumbewaha  adalah 
keturunan dari La Bula, dan Tanailandu adalah keturunan dari Paramasuni. Golongan 
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Pim Schoorl, Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 93. 
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bangsawan Kaumu dikenal Walaka yang merupakan anak keturunan dari dari La 




Hubungan Muna-Buton dapat diterangkan melalui perkawinan anak raja 
Muna bernama Lakilaponto dengan putri raja Buton. Lakilaponto juga dianggap 
sebagai raja yang membawahi dua kerajaan itu. Dialah yang kemudian menurunkan 
raja-raja Buton. Anak laki-laki raja Muna Sugi Manuru yang bernama Lakilaponto 
inilah yang kemudian menjadi raja keenam atau sultan pertama Buton.  
Kisahnya adalah ketika situasi mencekam yang terus menerus menghantui 
rasa aman orang Buton akibat bajak laut Tobelo yang dikepalai La Bolontio hampir 
tidak dapat diatasi. Lebih menyeramkan lagi karena La Bolontio memiliki satu mata. 
Untuk mengatasi masalah itu, raja Buton Mulae mengumumkan siapa yang dapat 
mengalahkan La Bolontio akan diangkat sebagai raja Buton menggantikanya. 
Lakilaponto mengikuti sayembara itu dan memenangkan perkelahiannya melawan La 
Bolontio, maka diangkatlah ia sebagai seorang raja Buton. Raja keenam Buton untuk 
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B. Letak Geografis dan Demografis Kesultanan Buton 
1. Letak Geografis 
Pusat pemerintahan kesultanan Buton bertempat di Wolio. Daerah Wolio 
terdiri dari daerah-daerah kepulauan dan di kelilingi oleh daerah pegunungan, hutan, 
dan laut. Di pesisir pantainya banyak terdapat karang dan muara-muara sungai, Buton 
terletak di jazirah Sulawesi Tenggara. Pulau-pulau yang berada di sekitarnya adalah 
pulau Muna, pulau Kabena, pulau Wowoni, dan kepulauan Wakatobi (Wanci, 
Kaledupa, Tomia, Binongko). Pulau-pulau ini terletak di bagian Selatan pulau Buton. 
Pada masa kesultanan Buton, pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah 
kekuasaannya, termasuk pulau-pulau kecil lainnya seperti pulau Tikola, pulau 
Tobeya, pulau Kadatua, pulau Makassar, Batauga, Masiri, Siompu dan Talaga, juga 




Wilayah kepulauan yang menjadi wilyah kesultanan Buton itu terletak pada 
      lintang sebelah ujung Utara pulau Buton,       lintang Selatan ujung Utara 
Binongko, dengan         bujur Timur di ujung Barat palau Kabaena, dan         
bujur Timur ujung Timur yang membentang dari arah Utara ke Selatan.
11
 
Wilayah-wilayah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Muna  
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Nurhayati, Sistem Pemerintahan di Kesultanan Buton Pada Masa Kepemimipinan Dayanu 
Ikhsanuddin (Yogyakarta: Program Pacasarjana UGM, 2003), h.26.  
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 A. Lingvoet, Beschrijving en Geschiedenis van Boeton (BKI,1878 Nomor 26), h.50. 
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b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone 
Sejalan dengan itu, aktifitas pelayaran dan perdagangan yang mempunyai 
dampak pada berbagai dinamika hidup dan kehidupan di Buton sangat mempengaruhi 
perkembangan masyarakat wilayah Buton. Wilayah kepulauan Buton berada di 
persimpangan perdagangan Nuasantara bagian Barat dan bagian Timur. 
Satu hal yang menjadi muatan pelayaran dan perdagangan adalah 
perkembangan Islam yang akan menjadi etos kerja pelayaran dan perdagangan 
masyarakat di Nusantara itu sendiri. Sejak abad ke-16 Islam mulai masuk di Buton 
yang dilegitimasi oleh kerajaan, sehingga kerajaan Buton berubah menjadi 
kesultanan. Demikian juga sebaliknya, menjadi kesultanan maka agama Islam 
menjadi legitimasi bagi kehidupan politik kesultanan Buton.
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Pulau-pulau yang menjadi wilayah kesultanan Buton yang dikuasai langsung 
maupun tidak langsung terdiri atas beberapa kepulauan yang menyatukan diri secara 
adat dalam politik kesultanan Buton. Kelompok-kelompok kepulauan itu adalah 
sebagai berikut: 
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 Abdul Rahim Yunus, Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada 
Abad ke-19 (Jakarta: INIS XXIV, 1995), h.1.  
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1. Kepulauan Tukang Besi13 menurut peta A. Ligtvoet tahun 1878 M kepulauan ini 
disebut Toekang Besi Eilanden yang terletak di bagian Timur pulau Buton yang 
memiliki empat induk pulau yaitu induk pulau Wanci atau Wangi-wangi dan 
kepulauan Kapota, serta pulau Kompo Nu One (artinya perut pasir), induk pulau 
Kaledupa, pulau Lentea (Lentea Darafa dan Lentea Langge), pulau Hoga dan 
pulau Watuhari, induk pulau Tomia, pulau Lintae, pulau Runduma, dan pulau 
Tolandona, kemudian pulau Binongko biasa juga disebut dengan kepulaun 
Wakatobi. 
Kepulauan ini sebelum perjanjian Bungaya dimiliki maupun dipengaruhi oleh 
kekuasaan Ternate (Wanci dan Kaledupa), sedangkan Tomia dan Binongko 
dipengaruhi oleh kekuasaan kerajaan Gowa, namun setelah Perjanjian Bungaya 
1667 M (Perjanjian Bungaya yang diperbaharui 1824 M dan pembentukan negeri 
Barata Patapalena 1840 M daerah ini menjadi daerah kesultanan Buton. 
2. Pulau Buton terletak di antara pulau Muna dan kepulauan Tukang Besi di bagian 
Timur secara geografis, terletak pada        lintang Selatan dengan          dan  
        bujur Timur yang membentang dari arah Utara ke Selatan.14 Pulau Buton 
sangat terkenal dengan gunung-gunung yang ditutupi oleh hutan termaksuk hutan 
jati alam. Gunung yang paling tinggi di pulau Buton disebut kapala ogena (kepala 
besar) yang terletak di bagian utara pulau dan memiliki ketinggian 1.151     dari 
atas permukaan laut keadaan gunung itu di tutupi oleh hutan belukar yang amat 
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Istilah Kepulauan Tukang Besi di pakai dalam La Ode Rabani, Migrasi dan Perkembangan 
Sosial Ekonomi Masyarakat Kepulauan Tukang Besi Kepulauan Buton 19661-1987 (Skripsi-Sejarah 
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Sagimun M.P dan Rivai Abu, Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Tenggara 
(Jakarta: Depdikbud, 1977), h.39. 
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padat, sedangkan di ujung selatan terdapat sarang bajak laut Wasuemba yang di 
kelilingi oleh bongkahan-bongkahan batu karang kapur seperti Tembok di dekat 
perkampungan Wabula. Tanaman yang banyak tumbuh di Buton adalah jagung, 
ketela, gula dan kopi serta tanaman kelapa yang paling banyak. 
3. Kelompok pulau-pulau di selat antara pulau Buton dan pulau Muna antara lain: 
Liwuto Makasu atau pulau Makassar yang berhadapan dengan kota Bau-bau, 
pulau Kadatua, pulau Siompu, dan pulau Batu Atas. 
4. Pulau Muna yang berada di bagian utara pulau Buton yang biasa disebut pulau 
Muna atau Pancana. Penduduk pulau ini dikenal dengan nama Mieno (orang) 
Wamelai, percampuran dari itu disebut dengan Tongkuno. Pada mulanya kerajaan 
ini adalah kerajaan Muna yang tunduk di bawah kedaulatan kerajaan Buton, 
kemudian akibat dari perkembanagan dan campur tangan Ternate dan Belanda 
maka kerajaan Muna berusaha untuk memisahkan diri dari kerajaan Buton. 
5. Pulau-pulau Tiwaro dan pulau Tobea beserta pulau Tikola di bagian utara pulau 
Muna dan terletak di selat Tiwaro yang menjadi perantara pulau Sulawesi jazirah 
bagian Tenggara dengan pulau Muna. Kepulauan Tiwaro ini terletak di depan 
Marobo yang sampai sekarang masih dianggap terasing dan desa itu masih 
mengaggap dirinya adalah wilayah Buton padahal secara administratif telah 
menjadi wilayah kabupaten Muna.
15
 Daerah Tiwaro secara tradisional menjadi 
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salah satu bagaian wilayah otonom kesultanan Buton yang biasa disebut dengan 
Barata Tiwaro. 
6. Pulau Kabaena yang terletak di bagian Barat pulau Buton. Pulau ini terletak di 
bagaian Barat termaksuk pulau yang terbesar ketiga setelah pulau Buton dan Muna 
dalam gugusan kepulauan di depan jazirah Sulawesi Tenggara. Penduduk pulau 
Kabaena ini mereka mendiami pendalaman bagian gunung, dan tidak ada yang 
bermungkim di pinggir pantai. Penduduk pulau Kabaena memakai bahasa 
Kabaena, di bagian bawah pulau Kabaena adalah pulau Talaga yang berada di 
bagian bawah pulau Kabaena adalah pulau Talaga yang berada di bagian Selatan. 
7. Daerah Poleang dan Rumbia yang terletak di bagian barat daratan ujung jazirah 
Sulawesi Tenggara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 240.000 jiwa.  
8. Pulau Wowoni yang terletak di bagian utara pulau Buton di wilayah selat Kendari 
dan di klaim oleh sultan Buton sebagai wilayahnya. Gugusan kepulauan itulah 
yang menjadi pusat dan perkembangan Islam di Buton sejak tahun 1580 M. 
Perkembangan agama Islam yang pernah jaya pada paruh tengah abad ke-19 M, 
namun kenyataannya pada akhir abad ke-20 M agama Islam sudah mulai surut 
baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya karena sudah 
terkontaminasi oleh dunia luar terutama masuknya pengaruh politik Hindia 
Belanda.  
9. Penduduk Buton notabene beragama Islam. Namun di samping agama Islam, 
dewasa ini terdapat pula penduduk Buton yang memeluk berbagai agama, yaitu 
Kristen, Protestan, Kristen Katolik, dan Hindu. 
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Mata pencaharian penduduk Buton adalah betani/bercocok tanam, nelayan, 
dan berdagang melalui jalur pelayaran. Menginggat letak geografis Buton yang terdiri 
dari kepulauan dan di apit oleh beberapa selat menjadikan Buton sebagai pelabuhan 
transit dari berbagai pedagang maupun pelaut dari seluruh penjuru Nusantara maupun 
luar Nusantara. Penduduknya ulet dan gagah berani di bidang kebaharian, gagah 
berani melakukan pelayaran dalam hal berniaga ke daerah lain maupun ke negara 
luar. 
2. Demografis Kesultanan Buton  
Data Jumlah penduduk di masa kerajaan maupun pada masa kesultanan tidak 
di temukan dalam arsip kesultanan Buton. Data yang di temukan adalah data jumlah 
penduduk tahun 1878 M. Pada tahun ini jumlah penduduknya sekitar 100.000 orang 




Menurut arsip dan naskah-naskah Buton, stratifikasi sosial masyarakat Buton 
terbentuk pada masa kepemimpinan Sultan Dayanu Ikhsanuddin, yang diawali 
dengan pembentukan kamboru-mboru talu pena (tiga batang tiang yang terikat dalam 
satu kesatuan kaumu) yang terdiri dari: 
a. Golongan Kumbewaha, yaitu yang mempunyai garis keturunan dari La Bula 
b. Golongan Tapi-tapi yaitu yang mempunyai garis keturunan dari La Singga 
c. Golongan Tanailandu yaitu yang mempunyai garis keturunan dari Laelangi 
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Pada masa pemerintahan Dayanu Ikhsanuddin melakukan pertemuan dan 
sepakat dengan sapati yang pada saat itu dijabati oleh La Singga dan kenepulu dijabat 
oleh La Bula.
17
 Pertemuan ini didasari atas usul Abdul Wahid, mengingat kerena 
ketiga orang ini mengawini anak dari Abdul Wahid dan untuk mencegah agar tidak 
terjadi penerus tahta hanya turunan dari Dayanu Iksanuddin (kepemimpinan tahta 
turun temurun) maka dengan bijak beliau menyarankan kepada ketiga menantunya 
untuk musyawarah dalam membahas pembagaian kekuasaan dan untuk 
mengantisipasi terjadinya ambisi jabatan dalam menduduki jabatan sultan. Sepakatlah 
mereka bahwa hanya keturunan mereka yang berhak menduduki tiga jabatan tinggi 
kerajaan, yaitu jabatan Sultan, Sapati, dan Kenepulu. Keturunan mereka bertiga inilah 
yang kemuidian dikenal dengan golongan Kaumu atau disebut juga Lalak, dengan 
golongan Walaka berasal dari keturunan para bonto atau  kepala kampung. Golongan 
Papara adalah golongan yang tidak mempunyai garis keturunan dari kedua golongan 
tersebut. Golongan Papara ini adalah masayarakat atau penghuni limbo atau kadie. 
Papara terdiri dari tiga golongan, yakni: 
a. Papara keturunan dari masyarakat asli yang tunduk pada kesultanan Buton atas 
kemauannya sendiri (Papara kantinale). 
b. Papara yang datang dari luar yang tunduk pada kesultanan Buton karena tawaran 
perang (Tolubirana).  
c. Papara menyerahkan dirinya dengan tidak melalui perang (Paraka). 
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La Ode Zenu, Buton dalam Sejarah Kebudayaan (Surabaya: Suradipa, 1985), h.127. 
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Lapisan masyarakat terbawah adalah Batu (budak) yang dilahirkan dari ibu 
bapaknya budak. Jika ibunya saja yang budak, maka anaknya tidak menjadi budak, 
yang dikategorikan dengan budak, yakni: 
a. Orang  yang tunduk di bawah kekuasaan kerajaan dengan paksa dalam adat di 
sebut bente 
b. Musuh kerajaan yang kalah dalam peperangan  
c. Orang luar kerajaan yang dirampas dan di jual kepada golongan Kaomu dan 
Walaka 
C. Stratifikasi Sosial dan Struktur Pemerintahan  
1. Stratifikasi Sosial 
Stratifikasi masyarakat Buton ini ditetapkan pada masa kekuasaan sultan ke-4 
Dayanu Ikhsanuddin, dengan alasan agar dapat membedakan golongan yang dapat 
menduduki tiga jabatan dan golongan yang tidak duduk di posisi tersebut. Maka 
dapat dikatakan staratifikasi sosial Buton terbentuk karena alasan politik atau 
kekuasaan.  
Awal penetapan garis keturunan itu bermula pada masa pemerintahan sultan 
Dayanu Ikhsanuddin. Pada masa kekuasaan sultan  Dayanu Ikhsanuddin mufakat 
dengan sapatinya, sapati La Singga, dan Kenepulunya, Kenepulu La Bula, mentapkan 
bahwa hanya keturunan mereka yang berhak menduduki tiga jabatan tinggi kerajaan 
(sultan, sanapati, dan kenepulu). Keturunan mereka inilah yang dikenal dengan 
golongan kaumu atau disebut juga lalaki atau lakina dan keturunan para Bonto atau 
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kepala-kepala kampung pada masa itu yang menjadi golongan walaka atau maradika. 
Jika ditarik keturunan ke atas, golongan kaumu dan walaka ini bertemu pada satu 
nenek, La Baluwu dan Bulawambona, sementara keturunanya melalui saudara-
saudara Bataraguru menurunkan golongan walaka.
18
   
Mereka yang tidak mempunyai garis keturunan dari kedua golongan di atas 
masuk golongan papara. Mereka adalah penghuni daerah kekuasaan kerajaan yang 
dikenal dengan limbo atau kadie. Sesuai asal usulnya, ada papara keturunan dari 
masyarakat asli sebelum berdirinya kerajaan, dan ada pula yang datang dari luar dan 
tunduk dibawah kekuasaan kerajaan dengan sukarela. 
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Adapun stratafikasi sosial masyarakat Buton adalah sebagai berikut: 
a. Golongan Kaumu  
1) Golongan Kaumu yang menetap di keraton. 
2) Kaumu yang menetap di keraton, tetapi pada saat pembagaian daerah 
kekuasaan tidak kembali ke keraton dan tidak menghadiri pengumuman 
Murtabat Tujuh yang diumumkan oleh Sapati La Singga, sehingga golongan ini 
diturunkan derajatnya setingkat lebih rendah. Stratifikasi sosial mereka disebut 
analaki, dan hak mereka sebagai Kaumu hilang tapi tidak menjadi golongan 
Papara. 
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3) Kaumu Isambali, yaitu Kaumu yang lahir dari Kaumu yang telah menetap di 
luar keraton dan beristrikan orang biasa. Jika mereka menikah dengan Kaumu 
dan kembali ke keraton mereka tetap dianggap sebagai Kaumu dan jika tetapa 
menetap di kadie maka hak untuk menduduki jabatan hilang. 
b. Golongan Walaka 
1) Walaka yang menetap di keraton pusat kerajaan 
2) Walaka yang menetap di wilayah keraton dan tidak kembali ke keraton pada 
saat sultan Dayanu Ikhsanuddin membagikan daerah kekuasaan kepada 
pembesar Walaka sehingga hak mereka sebagai Walaka hilang dan derajat 
mereka turun (analalaki) namun tidak menjadi Papara. 
3) Walaka Isambali, Walaka yang sudah lama menetap di luar keraton dan kawin 
dengan orang kadie. 
c. Golongan Papara 
1) Papara yang menghuni wilayah yang berada di bawah kekuasaan langsung 
pusat yang disebut kadie. 
2) Papara yang menghuni wilayah Barata yang tunduk di bawah kekuasaan 
pemerintahan sendiri (Barata). 
Stratifikasi masyarakat Buton di bagi berdasarkan fungsi-fungsi organ tubuh 
manusia. Kalangan Kaumu dimisalkan sebagai kepala kalangan Walaka dimisalkan 
sebagai badan, dan kalang Papara dimisalakan sebagai kaki dan tangan yang 
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mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-
masing. 
Pada dasarnya kesultanan Buton terdiri dari beberapa golongan kelas dalam 
masyarakat, namun mereka saling menghortmati satu sama lain. Hal ini tentu saja 
kerena masyarakat Buton di atur oleh suatu falsafah yang dikenal dengan binci-
binciki kuli (empati yang tinggi). Sehingga walaupun seorang papara atau budak 
sekalipun yang tidak mempunyai jabatan dalam pemerintahan, tetapi golongan ini 
tetap dihormati dan saling mengharagai satu sama lain, yang besar tidak boleh 
merendahkan yang kecil begitu pula sebaliknya. 
2. Struktur Pemerintahan  
Setelah suatu kelompok orang yang melakukan perjalanan tiba di suatu 
tempat, sebagaimana kisahnya, maka tahap berikut adalah proses membentuk suatu 
tatanan sosial dan poltik tertentu. Tebentuknya pola pemerintahan kesultanan Buton 
dilandasi oleh tradisi lokal dan Islam. Struktur kekuasaan memperlihatkan 
berjalannya mekanisme pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pelapisan sosial di 
dalam masyarakat kesultanan Buton. Lapis teratas adalah kaumu. Dari golongan 
bangsawan inilah sultan dipilih, untuk beberapa jabatan tinggi juga diisi dari 
golongan bangsawan ini. Lapis kedua disebut walaka atau bangsawasn tingkat dua. 
Kedua golongan itulah pemerintahan dijalankan. Dari walaka inilah, sebuah dewan 
yang terdiri atas sembilam menteri (bonto) atau siolimbona dibentuk dan berfungsi 
memilih sultan. Mereka adalah para ahli di bidang adat dan sekaligus berfungsi 





 Hubungan keduanya seperti diungkapkan dalam sebuah 
naskah undang-undang kesultanan (sarana Wolio) menyebutkan adapun adat 
istiadatnya yang telah memiliki dan memandang melainkan hendak mendirikan dua 
payung yakni suatu payung yang berkekalan dan suatu payung berubah-ubah. Maka 
yang berubah-ubah itu daripada nama sultan. Maka yang berkekalan itu atas jalan 
istiadat yang sangat teguh lagi tetap selama-lamanya.”21 
Berkaitan dengan hal di atas, maka tampak bahwa pemerintahan kesultanan 
wolio dibentuk oleh dua golongan bagsawan yaitu kaumu dan walaka. Kedua 
golongan bangsawan itu membentuk suatu kelompok penguasa yang 
membedakannya seecara tajam dengan papara. Meskipun demikian, mengingat 
kedudukan papara sangat penting, sultan dituntut untuk memerintah secara adil dan 
bijaksana. Itulah sebabanya di dalam syair ajonga, sultan selalu diingatkan dengan 
ungkapan “Ee lalaki mokenina kapooli” (wahai sultan yang memegang kekuasaan) 
dan diikuti dengan nasihat agar sultan juga harus berbuat adil. Beberapa contoh dapat 
dikemukakan dibawah ini: 
Bari-bariya miya iparintangimu baranco soya pasala-sala maka alosa tao 
kaluntena lipu panawarana siytu oseya mpuu. 
Artinya: Semua orang yang kamu perintah jangan sampai bertikai hal itu 
menyebabkan kelemahan negeri obatnya harus dipengang.
22
 
Obat yang dimaksud dalam syair di atas adalah syara yang dipelihara oleh 
siolimbona. Sebab dewan itulah yang paham akan adat dan oleh karena itu 
berkewajiban menjaganya, seperti terungkap  
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Susanto Zuhdi, op. cit., h. 81. 
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M. Yusran Darmawan, op. cit.,  h.189. 
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Susanto Zuhdi, op. cit., h. 82. 
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Osiolombona atula-tula sarana kaapaaaka mangama inciya yitu momatauna 
lasuana lipu siy ingkoo fikiriya mpuu-mpuu. 
Artinya: Siolimbona menerangkan adat / aturan sebab karena mereka itulah 
yang mengetahui uratnya negeri kamu pikirkanlah betul-betul.
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Tentulah yang dimaksud dengan “kamu” dalam bait terkhir adalah sultan yang 
harus berfikir baik-biak dalam menjalankan kekuasaannya.
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Mengapa calon sultan tidak diperbolehkan dari kaum walaka, selain 
dikemukakan adanya mitos Wakaka, juga karena ada legitimasi yang lain. Dari salah 
satu versi tentang asal usul golongan bangsawan, dikatakan bahwa walaka telah 
bercampur dengan keturunan mubaligh dari Arab, Abdul Wahab dan Syarif 
Muhammad. Versi ini memberi pembenaran kepada kedudukan Walaka sebagai 
kelompok yang memahami adat mereka pula yang mampu merumuskan dan 
memelihara undang-undang (sara). Sementara itu, memperkuat kedudukan kaumu, 
Sultan La Elangi menetapkan bahwa seorang lalaki Kaumu tidak diperbolehkan 
kawin dengan perempuan Walaka. Cara kedua La Elangi memanfaatkan hubungan 
dengan VOC meminta dukungan dari Pieter Both agar jabatan sultan sesudah dirinya 
diserahkan kepada anak dan kemudian keturunannya. Hal itu, dilakukan dengan dalil 
agar kerajaan tetap kuat dalam menghadapi pengaruh dan tekanan Gowa. 
Lebih jauh lagi untuk memperkuat keinginannanya seperti yang telah 
disebutkan di atas, La Elangi bersama sapati La Singa dan kenepulu La Bula 
membuat kesepaktan untuk membagi tiga jabatan tertinggi kesultanan kepada anak 
keturunan mereka masing-masing. Keturanan La Elangi membentuk cabang 
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bangsawan Kaumu, Tanailandu, ketutunan La Singa membentuk cabang keluarga 
Tapi-Tapi, dan keturunan La Bula membentuk cabang keluarga Kumbewaha. Dalam 
penetapan itu disebutkan bahwa Tanailandu berhak menduduki jabatan sapati, dan 
kumbewaha menduduki jabatan kenepulu. Dasar pemikiran mereka bertiga,
25
 seperti 
dikatakan oleh tradisi lokal, agar tidak terjadi pertikaian yang tajam di antara 
golongan kaumu. Mengenai sumber tradisi lokal di atas, terdapat perbedaan pendapat. 
Hal itu, diakui oleh bebrapa ahli adat, meskipun tidak dibenarkan oleh pihak yang 
lain. Dalam kenyataanya, sepuluh orang sultan setelah wafatnya La Elangi, hanya ada 
dua Sultan yang tidak termasuk keluaraga Tanailandu.
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  Sebagai konsekuensi dari tidak berlakunya kesepakatan Lalaki Talu Palena, 
maka jabatan sultan tidak diwariskan. Sultan Buton dipilih melalui proses yang 
dijalankan oleh siolimbona. Hanya kepada kasus bila anak seorang laki-laki yang 
dilahirkan dari istri pertama dari sultan yang sedang menjabat ia putra mahkota dan 
berhak meneruskan jabatan ayahnya kelak. Anak laki-laki seperti ini disebut anana 
bangule. 
Seperti yang telah disebutkan di atas, pola pemerintahan di bentuk oleh 
golongan Kaumu dan Walaka. Berikut ini dikemukakan struktur birokrasi kesultanan 
Buton. Berturut-turut sesudah jabatan sultan dan sapati, jabatan ketiga dan seterusnya 
ke bawah adalah kenepulu, kapitalao atau kapita raja, dan bonto-ogena (menteri 
besar). Kapitalao dan bonto-ogena masing-masing terdiri atas dua orang. Sebagai 
pemegang komando armada laut dan penguasa perang, Kapitalao matanaeo di 








kawasan Barat. Sebagaimana kapitalao, bonto-ogena juga mempunyai wilayah  
tanggung jawab di Timur (matanaeo) dan di Barat (sukanaeo). Jabatan-jabatan yang 
berjumlah delapan itu dikenal juga dengan istilah pangka (pangkat). 
Dari keseluruhan perangkat dalam sistem perangkat dalam sistem 
pemerintahan kesultanan. Sultanlah penguasa tertinggi. Meskipun demekian, ia bukan 
penguasa tunggal yang otoriter. Hal ini karena pangkatnya melalui prosedur 
pemilihan dan juga pengakatan perangkat di bawahnya bukanlah hak prerogatif 










                                                             




PROSES MASUKNYA ISLAM DI KESULTANAN BUTON 
A. Pembawa  dan  Penerima  Islam di Pulau Buton 
Masalah umum yang juga di tentukan dalam islamisasi di Indonesia, 
mengenai sejumlah pendapat dan teori tentang negeri asal serta golongan-golongan 
masyarakat muslim mana yang menyebarkan agama Islam, menjadi pemikiran juga 
dalam kajian di Buton. Sumber-sumber lokal memberi keterangan, bahwa orang-
orang Islam yang datang dan menyebarkan agamanya di Buton adalah para pedagang 
dan mubalig, dilakukan juga para bangsawan. 
Islam di Buton dalam proses sejarahnya paling tidak telah mengalami tiga 
bentuk corak penerima. Pertama, korversi masyarakat Buton terhadap Islam sebagai 
akibat dari kebijakan politik sultan atau penguasa, yang diawali oleh korversi 
kekuasaan lokal ke dalam Islam. Kondisi ini terjadi pada pertengahan abad ke-16 M, 
yang ditandai dengan masuknya raja Buton ke-6 Lakilaponto ke dalam Islam. Pada 
fase ini pola praktek penyebaran Islam lebih bersifat struktural, dengan simpul 
pusatnya berada di tangan penguasa yang di pandu oleh seorang ulama yang dikenal 
di Buton dengan nama Syekh Abdul Wahid. Kuatnya campur tangan penguasa atau 
sultan menjadikan Islam dalam waktu yang singkat tersebar secara merata di seluruh 
wilayah kesultanan Buton, hingga pada akhirnya menjadikan Islam sebagai agama 
bahkan dijadikan dasar ideologi yang mengatur kehidupan bernegara di Buton hingga 
akhir abad ke-18 M. 
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Abdul Wahid adalah termasuk salah seorang ulama sufi yang berhasil 
mengislamkan kerajaan Buton sekitar pertegahan abad ke-16 M.
1
 Ketika bertepatan 
dengan masa pemerintahan raja Buton VI Lakilaponto, sistem pemerintahan kerajaan 
Buton pra-Islam yaitu kesultanan. Dengan keberhasilan misi islamisasi Abdul Wahid 
di Buton juga memungkinkannya untuk datang membawa ajaran agama Islam di 
Muna. Para penyebar Islam di masa lalu adalah merupakan ciri khas yang melekat 
pada diri mereka, karena mereka memiliki tanggung jawab moral yang tinggi 
terhadap usaha penyebarluasan ajaran Islam ketika itu, apalagi kalau misi di suatu 
daerah itu telah berhasil. 
Masuknya Lakilaponto ke dalam Islam menandakan babak baru dalam sejarah 
sistem sosial dan budaya masyarakat Buton. Perpindahan agama yang dilakukan oleh 
Lakilaponto paling tidak dapat di tinjau dari dua sudut pandang. Pertama sudut 
pandang yang bersifat politisi atau yang berkaitan dengan kondisi sosial politik 
nusantara pada saat itu, dan kedua adalah faktor yang berasal dari kesadaran sang raja 
sendiri. 
Dalam kurun waktu tertentu maka menyusulah penyebar Islam yang lain yaitu 
Firus Muhammad.
2
 Seorang ulama Islam kedua yang datang di Buton sesudah Abdul 
Wahid, kehadiranya cukup mengembirakan karena dia datang membantu sultan 
Dayanu Ikhsanuddin, menyusun naskah kitab undang-undang Martabat Tujuh, yang 
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Luthfi Malik, Islam dalam Budaya Muna, Suatu Ikhtiar Menatap Masa Depan (Ujung 
Pandang: PT UMI Thoha, 1998), h.78. 
2
Firus Muhammad adalah seorang ulama Sufi yang datang di Buton sesudah Abdul Wahid, 
kehadirannya di Buton rupanya mengukuhkan ajaran yang disampaikan oleh Abdul Wahid. Dialah 
yang membantu sultan Dayanu Ikhsanuddin untuk menyusun konsep Undang-Undang Martabat Tujuh 
yang ada di Buton.  
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isinya bukan hanya menyangkut sistem dan susunan pemerintahan kesultanan, tetapi 
juga berkaitan dengan segala tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam bentuk 
moralitas Islam yang bernafaskan ajaran dan paham kesufian (tasawuf). Dan 
kandungan ajaran dari Martabat Tujuh inilah yang diajarkan oleh firus Muhammad 
ketika datang di Buton, dan berbagai ajaran moralitas kehidupan Islami yang di 
pegang teguh oleh masyarakat Buton memiliki ikatan pertalian  yang cukup kuat. 
Mislanya ajaran “Pobinci-binci Kuli”3 yaitu ajaran moralitas kehidupan masyarakat 
Buton pada dasarnya bersumber dalam kitab undang-ndang Martabat Tujuh yang di 
ajarkan oleh Firus Muhammad. 
Menengenai ralasi-relasi historis ditemukan bahwa kesultanan Buton 
mempunyai relasi historis-genealogis. Kerajaan-kerajaan Islam pertama Buton secara 
historis dan geneologis mempunyai hubungan kekeluargaan melalui perkawinan 
antara raja dan putri raja yang satu dengan putri raja yang lain yang menjadikan 
proses islamisasi senantiasa berjalan dengan harmonis, disamping itu juga adalah 
merupakan sebuah strategi dari para penyebar Islam dengan tujuan agar masyarakat 
dengan cepat masuk Islam. Islam yang datang di Buton melalui jalan perdagangan 
menghadirkan tokoh-tokoh rohaniawan yang disebut ulama. Dilihat dari perannya, 
ulama sebagai elite sosial juga sebagai agen perubahan sosial.
4
 Ada ulama sebagai 
guru atau ustadz, ada ulama sebagai penyair agama atau mubaligh, dan ada pula 
ulama sebagai pembangun masyarakat atau da’i pengikut disebut umat. Ulama 
biasanya hidup menyatu di tengah-tengah umatnya. Pola tingkah lakunya menajdi 
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Istilah Pobinci-binciki Kuli adalah merupakan falsafah masyarakat Buton yang secara harfiah 
berarti saling mencubit kulit. 
4
Sartono Kartodirjo, Elite dalam Perspektif Sejarah, (Jakarta: LP3ES, 1981), h. xi. 
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teladan masyarakat yang menumbuhkan kharisma dalam kepemimpinannya, sehingga 
menempatkan ulama sebagia elite sosial. Hal ini berbeda dengan golongan penyebar 
agama Kristen dan Khatolik yang mempunyai organisasi misi. Para pedagang juga 
dapat dikatakan sebagai missioner dalam agama Islam. Sumber-sumber lokal 
memberikan keterangan, bahwa penyebar agama Islam di Buton dilakukan oleh 
golongan bangsawan. Dijelaskan selain para pedagang dan mubaligh yang 
pekerjaannya khusus mengajarkan agama Islam dan sudah tentu memudahkan proses 
islamisasi. Hal pendidikan dari para mubaligh dapat melahirkan guru-guru agama 
yang dapat membantu menyebarakan ajaran agama Islam. 
Mazhab apakah yang mereka anut tidak diketahui. Tetapi dapat dipastikan 
bahwa penyebar agama Islam adalah golongan sufi. Hal ini juga yang di sebabkan 
oleh salah satu imam, yang dikenal di kepulauan Buton ajaranya yang banyak 
dipengaruhi sufisme. Lebih lanjut dijelaskan bahwa golongan sufi ini sangat dominan 
memperkenalkan ajaran-ajaran tasawuf di Indonesia bahkan di Asia Tenggara 
umumnya pada masa itu. Menurut Uka Tjandrasasmita, kedatangan golongan sufi ke 
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Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III (Jakarta: Depdikbud, 1975), h. 114-115. 
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B. Proses Islamisasi di Kesultanan Buton 
Dalam konteks bagaimana Islam tersebar dan memperoleh penerimaan 
masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, para ahli sejarah pada umumnya 
menawarkan penjelasan teoritis yang beragam. Menurut para ahli sejarah ada enam 
hal yaitu, pertama, perdagangan yang membawa masuk ke daerah kepulauan 
Indonesia. Kedua, pedagang, pejabat, dan para peneliti elite lokal yang berhubungan 
dengan perdagangan, yaitu Shah Bandar dan melakukan kawin-mawin dalam 
melakukan penyebaran Islam. Ketiga, persaingan antara orang Islam dan orang 
Kristen, meningkatkan perluasan Islam, terutama antara abad ke-9 M sampai ke-15 M 
dan abad ke-11 M sampai abad ke-17 M Kempat, situasi politik yang cocok menjadi 
motif konversi Islam. Kelima, ideologi Islam yang menarik dan cocok dengan 
lingkungan sosio-kultural dan jamannya, menjadi faktor pokok konversi. Keenam, 
faktor pengaruh sufisme dan tarekat yang menjadi daya tarik konversi.
6
  
Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. 
Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah yang didatanginya mempunyai situasi 
politik dan sosial budaya yang berbeda-beda.
7
 Pada waktu kerajaan Sriwijaya 
mengembangkan kekuatannya pada sekitar abad ke-7 M dan abad ke-8 M, selat 
Malaka sudah mulai di lalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayaran 
kenegeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur.
8
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Agama Islam yang masuk di Buton disebabkan karena pulau ini berada di 
jalur lalu lintas perdagangan antara Makassar dan Maluku, sehingga menjadikannya 
bersentuhan dengan pedagang-pedagang muslim. Kemudian dalam perkembangannya 
datanglah seorang mubaligh yang berasal dari semenanjung melayu bernama Syekh 
Abdul Wahid, beliaulah yang menyebarkan Islam di Buton. 
Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa 
pemerintahan Raja Buton ke-6 M yaitu Lakilapoto. Beliau yang diislamkan oleh 
Syekh Abdul Wahid yang datang dari Johor. Menurut beberapa riwayat bahwa Syekh 
Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani sebelum sampai di Buton pernah tinggal 
di Johor. Selanjutnya bersama isterinya pindah ke Adonara (Nusa Tenggara Timur). 




Di pulau Batu Gatas Syeikh Abdul Wahid  bertemu Imam Pasai yang kembali 
dari Maluku menuju Pasai (Aceh). Imam Pasai menganjurkan Syekh Abdul Wahid 
pergi ke pulau Buton, menghadap raja Buton. Syekh Abdul Wahid setuju dengan 
anjuran yang baik itu. Setelah raja Buton Lakilaponto memeluk Islam, Beliau 




Upaya untuk mengembangkan agama Islam, bagi raja Lakilaponto ini tidak 
hanya terbatas, bahkan struktur dan sistem pemerintah Buton diubah dan 
menyesuaikan dengan ajaran Islam. Berubahlah bentuk pemerintahan dari kerajaan 
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menjadi kesultanan. Dengan demikian nama kesultanan yang dipimpin oleh 
Lakilaponto (Haluoleo) menjadi Kesultanan Buton rajanya bergelar Sultan Qaimudin 
Khalifatul Khamiz dan setelah wafat di gelar “Murhum”. Perkembangan Islam pada 
pemerintahan Sultan Qaimuddin di tandai dengan adanya pengaruh dalam di berbagai 
bidang kehidupan masyarakat yaitu bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.  
Usaha Sultan Qaimuddin menyebarkan Islam, juga dilakukan dengan 
mendirikan Masjid Kaliwu-Liwuto berdasarkan nama tempat di dirikanya. Masjid ini 
dijadikan sebagai pusat kegiatan syiar Islam, termaksud tempat pelantikan sultan 
Buton. Upaya untuk mengembangkan agama Islam bagi raja Lakilaponto ini tidak 
hanya terbatas di situ, bahakan struktur dan sistem pemerintahan kerajaan Buton di 
ubah dan menyesuaikan dengan ajaran Islam. 
Pengaruh agama Islam pada bidang politik pada masa pemerintahan sultan 
Qaimuddin adalah berdasarkan sistem pemerintahan agama Islam. Kedudukanya 
sebagai sultan mulailah sultan Qaimuddin menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam 
kesultananya menurut hukum Islam, sehingga dikenal semboyan yang menjadi 
falsafah kesultanan sebagai dasar pegangan Sultan dalam mengendalikan 
pemerintahan atas kesultanannya. Falsafah tersebut, yakni:  
1. Bolimo arata samanamo karo 
2. Bolimo karo somanolipu 
3. Bolimo  lipu somano agama 
Artinya: 
1. Tidak perlu harta yang penting selamat 
2. Tidak perlu diri asalkan negeri aman  
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3. Tidak perlu  diri asalkan agama tetap hidup11 
Pada masa pemerintahan sultan Qaimuddin, di Masjid Agung Keraton Buton 
diangkat 3 (tiga) orang guru/Imam dengan gelar masing-masing adalah: 
1. Ngaji raja Sangia Manuru digelar Sangia Wa Ero-Ero menjadi Imam Masjid. 
2. Ngaji raja Sangia Yi Tete, digelar raja Sangia dingkat sebagai Na’ib Imam yaitu 
apabila imam Masjid Ngaji raja Sangia Manuru uzur atau tidak bisa hadir di 
Masjid dalam pelaksanaan ibadah sembahyang, maka yang bertindak sebagai 
Imam sembahyang adalah Ngaji raja Sangia Yi Tete.  
3. Labe pangulu, beliau dianggap Guru/Imam yang tugasnya adalah berkeliling 
mengajarkan syariat Islam di seluruh wilayah kesultanan Buton. 
Syariat Islam mulai dijalankan dengan menyesuaikan kondisi kesultanan Buton 
sebagai berikut: 
1. Pulanga menghendaki apabila sultan pertama mangkat, maka yang berhak 
menggantikan kekuasaanya adalah putera yang telah ditetapkan oleh sultan sendiri. 
2. Perkara besar yaitu pembunuhan pelakunya harus  dibunuh, sedangkan menikam 
pelakunya harus ditikam juga sesuai  dengan perbuatannya. 
3. Bagi yang mengambil hak orang lain, seperti  memperkosa isteri orang lain 
pelakunya ditanam hidup-hidup setengah badan di depan masjid lalu dilempari 
batu tanpa pilih kasih oleh muqim masin-masing atau setiap orang satu kali 
lemparan dengan batu besar sampai meninggal. Sedangkan memperkosa gadis  
atau janda di dera seratus kali, setelah selesai deraan tersebut pelakunya 
dimerdekakan. 
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4. Bagi yang mencuri jari tangannya dipotong .     
C. Faktor-Faktor yang Mempercepat Masuknya Islam Di Buton 
Mengenai faktor-faktor yang mempercepat masuknya Islam di Buton, paling 
tidak ada tiga faktor utama yang ikut mempercepat masuknya Islam di Buton. 
Pertama, kalau kita melihat dari aspek historisnya, maka masyarakat Buton sangat di 
pengaruhi oleh budaya kemaritiman. Tradisi nelayan dan meratau mereka miliki, 
sehingga tidak menutup kemungkinan ketika mereka bertemu dengan orang-orang 
muslim mereka pun memperbincangkan tentang Islam itu sendiri. Kedua, jika kita 
melihat dari aspek geografis maka Buton adalah merupakan tempat persinggahan 
kapal-kapal pedagan muslim yang datang dari Ternate dan Tidore karena dia 
merupakan daerah transit, disamping itu juga ia memiliki posisi silang. Ketiga, karena 
jauh sebelum Islam masuk di Buton masyarakat Buton sudah mengamalkan apa yang 
disebut dengan falsafah (Pobinci-binciki kuli” yaitu Poma-siaka (saling menyayangi 
antara sesama, Popia-piara (saling memilihara), Poangka-angkata (saling menghargai) 
dan pomae-maeka (saling takut menakuti). 
Disamping yang telah disebutkan di muka, ajaran Islam yang diajarkan adalah 
ajaran yang bersifat ketauhidan yaitu perkenalan terhadap dua kalimat syahadat. 
Proses penyebaran Islam model ini, ada semacam kemiripan dengan proses 
penyebaran Islam di Indonesia. Menurut Fahri Ali dan Bahtiar Effendy ada beberapa 
faktor utama yang mempercepat Islam di Indonesia. Pertama, ajaran Islam yang 
menekan prinsip ketauhidan dan sisitem ketuhannanya. Ajaran ketauhidan ini identik 
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dengan liberasi (pembebasan). Hal ini memberikan pegangan yang kuat bagi para 
pemeluknya untuk membebaskan diri dari ikatan kekuatan apa pun selain Tuhan.
12
 
Ajaran Tauhid menunjukkan dimensi pembebasan manusia dari kekuatan-
kekuatan asing. Konsekuensi dari ajaran tauhid ini adalah Islam juga mengajarkan 
prinsip keadilan dan persamaan dalam tata hubungan kemasyarakatan. Kedua, yaitu 
fleksibilitas (daya lentur) ajaran Islam. Dalam pengetian bahwa Islam adalah 
merupakan kodifikasi nilai-nilai universal, karenanya Islam dapat berhadapan dengan 
berbagai bentuk dan jenis situasi kemasyarakatan. Dengan watak semacam ini, 
kehadiran Islam disuatu wilayah tidak lantas merombak tatanan nilai yang tel;ah 
mapan. Nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat, seperti sabar dan rendah 
hati, mementingkan orang lain dan sebagainya disubordinasikan kedalam ajaran 
Islam, sementara itu nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti sifat 
paganistik, di lakukan islamisasi secara berangsur-angsur.
13
 
Salah satu hal yang sangat menentukan mengapa Islam cepat berkembang di 
Buton adalah disebabkan karena masyarakat Buton sangat di pengaruhi oleh budaya 
kemaritiman. Dalam konteks kemaritiman, merupakan daerah transit karena posisinya 
adalah posisi silang, para kapal-kapal laut baik dari timur ke barat atau sebaliknya 
seringkali singgah di Buton. Kerajaan maritim Buton adalah salah satu kerajaaan-
kerajaaan maritim nusantara yang paling awal melakukan hubungan dan 
penandatangan kontak dengan VOC/Belanda. Perkembangan kerajaan ini 
berlangsung dari abad ke-16 M sampai tahun 1960 M, ketika kedaulatan diserahkan 
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 Kehidupan maritim pada masa lampau pernah memainkan peran dalam 
pembentukan jaringan komunitas-komunitas di Asia Tenggara dan wilayah yang 
kemudian sebagai Indonesia pada khususnya. Aspek maritim dalam sejarah Asia 
Tenggara memberikan sumbangan besar dalam pembentukan jaringan wilayah 
terutama sistem-sistem laut dan komunitas-komunitas sosialnya yang bernuasa 
kemajemukan. 
Selain aspek yang telah dijelaskan di awal bahwa Buton merupakan sebuah 
masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya maritim, hal ini tidak bisa di pungkiri 
bahwa sejak nenek moyang bangsa Indonesia hal ini sudah menjadi gejala. Secara 
geografis, posisi negara kepulauan Indonesia sangat strategis, yaitu berada dalam 
posisi persilangan antara jalur lalu-lintas dan perdagangan dunia antara Samudra 
Pasifik dan Hindia sudah barang tentu secara sosio-ekonomi hal ini merupakan aset 
dan peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan negara dan 
bangsa Indonesia tercinta ini.
15
  
Landasan filosofis dalam berlayar dan berdagang bagi masyarakat Buton 
adalah manifestasi pengamalan nilai-nilai keagamaan yang terpadu dengan falsafah 
hidup yang mereka anut. Falsafah hidup masyarakat Buton yang mengajurkan 
marasai indau marasaiyaka indau marasai beu marasaiaka (bekerja keras untuk 
bersenang-senang agar kamu tidak tanggung sengsara kemudian). 
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Tradisi maritim orang Buton terpadu dengan nilai keislaman tampak pada 
sebuah kabanti (syair), yang dibuat oleh sultan Buton ke-29, sultan Qaimuddin yang 
berjudul Bula Malino (bulan jernih), seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Hamid. 
Syair ini berbahasa Buton (wolio) yang melukiskan tentang pelayaran perahu dengan 
muatan ajaran Islam. Petikan syair itu adalah sebagai berikut: 
Angin berlayar hampir tertiup  
Lengkaplah persiapan perahumu  
Nantikan waktu bertolakmu  
Mati berlayar yang tak kembali  
Untuk berdera pasangka Zuhud  
Panji-panjinya zikir dan tasbih Tahir untuk juru batu  
Ilmu batin juru mudi  
Perjalanan yang sesungguhnya  
Tak balik setiap mereka yang pergi  
Yang menempuh jalan itu  
Pemompa air bekal dari guru  
Nahkoda hidayah Tuhan  
Perahu kenaikan amat yang baik  
Iman tasdik yang kuat  
Untuk tiangnya tancapkan khauf  
Untuk layarnya kembangkan raja  
Tawadhu layar terdepan  
Mujahid para kelasi  
Riyadat tali temali  
Qanaah pelengkap iktan  
Dan kemudi penetap arah  
Ikhlas batin yang suci  
Pedoman penunjukan jalan  
Qur’an dan hadis Nabi  
Akan menimpa mu badai syetan  
Sedang engkau berlayar itu  
46 
 
Tetapkan arah perahumu 
Layarnya jangan engkau turunkan 
Itulah Topan yang menyeramkan   
Jika menyimpang arah perahumu 
Dan jika pecah perahu itu   
Rugilah engkau di hari esok  
Itulah tenggelam yang terburuk  
Namanya syuul Khatimah  
Keluarlah enkau dari umat Nabi  
lepas datri milati Islam.
16
  
Disisi lain, jaringan para ulama Nusantara dan Arab dalam rangka penyiaran 
dan penyebaran agama Islam di Buton, maka peranan bangsa Melayu menjadi 
semakin penting seperti yang telah diuraikan di muka. Bahwa yang pertama kali yang 
memeperkenalkan ajaran agama Islam di Buton adalah seorang ulama yang bernama 
Syekh Abdul Wahid, dia datang dari Patani lalu menyebrangi ke Adonara kemudian 
melajutkan perjalanannya ke pantai Burangasi, lalu kemudian bermukim di Buton. 
Syekh Abdul Wahid pertama datang di Buton pada tahun 933 H/1526 M. 
gelombang kedua datang pada tahun 945 H/1540 M. Kehadiran Syekh Abdul Wahid 
pada tahun 933 H/1526 M, belum menyiarkan langsung ajaran agama Islam, tetapi 
kehadiranya yang pertama baru pada tahap penjejakan, kemudian pada tahap kedua 
baru mulai memperkenalkan Islam kepada masyarakat setempat pada tahun 945 
H/1540 M. Selain itu masi ada beberapa ulama sufi yang datang ke Buton untuk 
menyebarkan agama Islam di Buton diantaranya, Firus Muhammad, Said Raba, Said 
Alwi, Abdullah (Mojina Kalau), dan Haji Sulaiman (Haji Pada). 
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Kedatangan para ulama tersebut membawa dampak yang besar bagi kemajuan 
Islam di negeri Buton, sehingga ikut mempengaruhi sistem pemerintahan dan 
lingkungan kerajaan. Dalam bidang pendidikan telah melahirkan sejumlah ulama asal 
Buton yang cukup produktif dalam menulis naskah terutama naskah yang berbahasa 
Arab dan Melayu. Para penulis naskah tersebut antara lain, Muhammad Idsrus 
Kaimuddin Ibn Badaruddin al-Butuni, Muhammad Saleh bin Muhammad Idrus, Al-
Muhammad Nasir Syakh Sultan Muhammad Idrus, Abdul Khalik bin Abdillah al-
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PENGEMBANGAN  ISLAM DI KESULTANAN BUTON 
A. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyebaran Islam Di Buton 
Berbicara mengenai faktor pendukung penyebaran Islam di Buton tidak lepas 
dari campur tangan penguasa. Ada beberapa faktor pendukung penyebaran Islam di 
Buton. Pertama, adanya campur tangan penguasa atau sultan menjadikan Islam dalam 
waktu yang singkat tersebar secara merata di seluruh wilayah kesultanan Buton, 
hingga pada akhirnya menjadikan Islam sebagai agama bahkan dijadikan dasar 
ideologi yang mengatur kehidupan bernegara di Buton hingga akhir abad ke-18. 
Kedua, kerajaan-kerajaan Islam pertama Buton secara historis dan geneologis 
mempunyai hubungan kekeluargaan melalui perkawinan antara raja dan putri raja 
yang satu dengan putri raja yang lain yang menjadikan proses islamisasi senantiasa 
berjalan dengan harmonis, disamping itu juga adalah merupakan sebuah strategi dari 
para penyebar Islam dengan tujuan agar masyarakat dengan cepat masuk Islam. 
Ketiga, dengan adanya mubaligh yang pekerjaannya khusus mengajarkan agama 
Islam dan sudah tentu memudahkan proses islamisasi. Hal pendidikan dari para 
mubaligh dapat melahirkan guru-guru agama yang dapat membantu menyebarakan 
ajaran agama Islam. Keempat, Islam diperkenalkan dengan jalan damai bukan 
pemaksaan atau perang. Kelima, karena agama Islam mampu berakulturasi dengan 
budaya lokal dengan kepercayaan masyarakat. Keenam, Agama Islam datang untuk 
menyempurnakan kebudayaan lokal bukan untuk merubah. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran agama Islam baik 
langsung maupun tidak langsung, dari agama historis ke agama yang dimitoskan 
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adalah faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern berhubungan langsung kehadiran 
politik Hindia Belanda yang sangat mempengaruhi perkembangan Islam ketika itu, 
salah satu praktek politik Hindia Belanda adalah pendidikan Islam di Buton hanya 
bersifat pengajaran dan tidak diperkuatkan dengan pendidikan seperti di Jawa yang 
model pendidikan Islamnya sangat berkesinambungan seperti pendirian pondok-
pondok pesantren dengan para unsur kyainya. Kemudian pengajaran yang dilakukan 
adalah khusus dari kalangan bangsawan.
1
 
Adapu faktor intern adalah sikap Islam secara tuntas, karena ajaran yang 
diterima hanyalah ajaran-ajaran yang dianggap penting, seperti pengucapan dua 
kalimat syhadat, mengenai puasa dan batalnya, dan lain-lain, termaksud pengajaran 
secara lisan dan tidak bertahap. 
Islamisasi di Buton dapat dikatakan berhasil dan dapat juga dikatakan tidak 
berhasil atau mengalami kemunduran. Keberhasilan Islam di Buton dapat dilihat dari 
aspek kuantitasnya, yaitu pada mulanya tidak ada orang yang beragama Islam, tapi 
kemudian datang dan diperkenalkan oleh Syekh Abdul wahid yang berasal dari 
Semenanjung Melayu sehingga Islam mulai dianut dan pada akhirnya dapat 
berkembang dengan pesat. Kemudian melalui perdagangan-perdagangan Islam yang 
datang dari Ternate, Maluku maka terciptalah sistem lalu lintas. Perdagangan antara 
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B. Pola Penyebaran Islam Di Buton 
Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para penyebar Islam dalam 
mengembangkan agama Islam di Buton yaitu  antara lain sebagai berikut: 
1. Penyebaran Islam melalui Istana  
Salah satu upaya yang dilakukan penyebar Islam di Buton dalam 
mengembangkan agama Islam adalah mereka memasuki raja ke Istana untuk 
memberikan pencerahan agama, karena di Buton model penyebarannya adalah dari 
atas ke bawah. Ketika raja sudah masuk Islam maka seluruh masyarakat masuk Islam, 
ketundukkan dan kepatuhan kepada raja pada waktu itu sangat kental sekali. Ketika 
Syekh Abdul Wahid tiba di Buton maka dia menetap tinggal di Burangasi selama satu 
tahun dan dia juga berhasil mengislamkan beberapa tokoh masyarakat yang ada di 
sekitar itu. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke keraton Wolio dalam rangka 
melanjutkan misi Islam yang dibawahnya, dengan mendekati raja tersebut maka dia 
pun berhasil melangsungkan proses islamisasi pada tingkat bawah (masyarakat).
3
 
2. Pedekatan Kebiasaan atau Adat Istiadat 
Para ulama dalam mengembangkan dakwah Islam mereka sangat 
memperhatikan adat kebiasaan masyarakatnya. Ada empat falsafah atau adat 
kebiasaan orang-orang Buton yang selalu diperhatikan dan menjadi pedoman dalam 
kehidupan bermasyarakat sebelum datangnya Islam yang dikenal dengan nama 
Pobinci-binciki Kuli yang terdiri dari empat bahagian yaitu: 
                                                             
3
Rusli Iru, op. cit., h. 165. 
51 
 
- Poma-masiaka, yaitu saling memelihara antara satu dengan yang lain 
- Poangka-angkataka, yaitu saling mengharagai antara satu dengan yang lain  
- Popia-piara, yaitu saling memelihara antara satu dengan yang lain 
- Pomae-maeka, yaitu malu ketika melakukakan perbuatan maksiat di hadapan 
Allah SWT.  
Ketika Islam masuk di Indonesia tidak masuk dalam vakum kebudayaan. 
Islam masuk dalam sebuah wilayah di Indonesia sudah menemukan bahwa wilayah 
atau daerah tersebut ternyata sudah memiliki budaya atau tradisi tersendiri, maka mau 
tidak mau para penyiar Islam yang masuk dalam suatu wilayah itu harus menyatu 
dengan budaya dan tradisi setempat sembari memberikan unsur-unsur Islam di 
dalamnya. Karena dengan hanya itu dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat. 
Disisi lain  pendekatan kultural (kebiasaan) ini dilakukan karena mengingat 
masyarakat Buton sudah menyatu antara nilai-nilai Islam dan adat itu sendiri, 
sehingga tidak bisa dipisahkan karena hukum Islam sudah menyatu dengan hukum 
adat itu sendiri. Tetapi lucunya, di negeri yang hukum Islam telah dijadikan hukum 
adat, mereka tidak pula mau mengakui hukum itu. Seumpama di negeri kerajaan 
Buton (pulau Buton, Sulawesi) telah dijadikan hukum adat merajam orang yang 
kedapatan berzina dengan disaksikan oleh saksi menurut ketentuan al-Qur’an dan 
telah pernah di potong tangan orang yang mencuri. Di samping istana raja Buton 
masih didapati batu hampar tempat orang menjalani hukum rajam dan potong tangan. 
Pemerintah Belanda tidak mau mengakui hukum adat yang demikian, sebab katanya 
melanggar prikemanusiaan yang amat dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah 
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3. Melalui diplomasi atau dialog 
Masuknya atau diterimannya agama Islam oleh para raja adalah diawali 
dengan dialog atau usaha diplomasi dari para ulama pengemban Islam di Buton. 
Sebelum raja Lakilaponto masuk Islam, maka proses tanya jawab selalu berlangsung 
antara Abdul Wahid dengan raja, sehingga raja menjadi terpesona dengan ahlak dan 
prilaku yang dipertontonkan kepada raja waktu itu sehingga tidak segan-segan 
langsung masuk Islam. 
Dalam konteks diplomasi, ketika Syekh Abdul Wahid bertemu dengan raja 
Lakilaponto, maka raja Lakilaponto terpesona dengan tutur kata, akhlak, serta prilaku 
Syekh tersebut, yang sangat terpesona adalah ketika pada waktu shalat subuh sering 
kali dia membaca surah  Ar-Rahman pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasiyah pada 
rakaat kedua dengan suara yang merdu dan memukau hati raja.
5
 
4. Metode Kesaktian 
Ilmu-ilmu kesaktian para ulama selalu lebih unggul dari ilmu para raja,  dan 
orang-orang kharismatik lainya di kalangan kerajaan oleh karena itu, para raja selalu 
mengaku kalah dan setelah itu ia masuk Islam. Artinya, para raja rela menjadi 
pengikut (masuk Islam) dan ingin berguru tentang berbagai hal kepada ulama 
tersebut. Hal ini dapat dilihat misalnya ketika haji pada datang di daerah Wabula 
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maka kesaktian yang dipertontongkan adalah ia merokok di dasar laut tapi apinya 
tidak mati atau ia juga mampu salat di atas alang-alang. Kehebatan ilmu inilah yang 
kemudian menarik simpati dari masyarakat untuk masuk Islam.
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Tentang kesaktian merupakan upaya para penyiar Islam sebagai alat 
dakwahnya untuk mengembangkan ajaran Islam, dalam hal ini terlihat sebagaimana 
ketika Haji pada menonjolkan ilmunya dengan merokok di dasar laut tapi anehnya 
apinya masih tetap menyala, prilaku tersebut menjadi cerita turun-temurun bagi 
masyarakat Wabula Buton. 
5. Penyebaran Islam melalui Siklus Kehidupan 
Dengan dibentuknya lembaga syara’ maka salah satu cara yang dilakukan oleh 
para pegawai syara’ supaya masyarakat lebih percaya dan mencintai Islam adalah 
dengan melakukan ritus-ritus keagamaan pada setiap siklus kehidupan, mulai dari  
kelahiran sampai kepada kematian. Sejak dikembangkannya agama Islam di Buton, 
upacara ritual keagamaan yang berhubungan dengan siklus kehidupan tetap dipelihara 
dan dilaksanakan hingga kini. Hal ini dapat terlihat seperti pesta adat Pidoano Kuri di 
Wabula Pigandaa di Karyaa Baru, Kande-Kandea di Tolandona.
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Upacara keagamaan yang biasa dilakukan adalah ritus mendirikan rumah baru 
maupun pindah rumah, di kalangan masyarakat Buton khususnya di daerah-daerah 
pedesaan ritus mengenai rumah masih ketat pelaksanaannya. Artinya setiap 
mendirikan rumah baru atau pindah rumah selalu diadakan ritus keagamaan dengan 
mengundang imam (lebe) untuk membacakan doa menjelang pembangunan rumah 
baru itu dimulai. 
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6. Penyebaran Islam melalui Perkawinan 
Perkawinan adalah salah satu upaya penyebaran Islam di Buton. Ada beberapa 
ulama pengemban ajaran Islam yang kawin dengan anak atau keluarga penguasa atau 
raja. Dengan perkawinan tersebut Islam semakin cepat di terimah oleh masyarakat.  
Dalam konteks penyebaran Islam melalui perkawinan ini, salah satu strategi 
yang dibangun oleh Syekh Abdul Wahid ketika dia diterima di Buton adalah 
memperkuat posisi dakwahnya dengan melakukan metode perkawinan, ini terbukti 
ketika anaknya yang bernama Nyai Hibah dan Nyai Pulan di kawinkan  dengan 
pejabat-pejabat kesultanan Buton. Dan itu juga merupakan salah satu pembaharuan 
yang dilakukan Syekh Abdul Wahid ketika dia berada di Buton. Pembaharuan yang 
dilakukan Syekh Abdul Wahid adalah jika anaknya tersebut melahirkan maka kalau 
perempuan dinamakan Wa Ode dan jika yang lahir itu laki-laki maka dinamakan La 
Ode, dengan harapan bahwa nanti dia akan mengembangkan ajaran Islam di Buton 
dalam versi Abdul Wahid.
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Beberapa upaya pengembangan Islam seperti yang disinggung di atas, 
rupanya ada kemiripan dengan upaya pengembangan Islam di Sulawesi Selatan 
seperti penyebaran Islam melalu Istana, penyebaan Islam melalui jalur politik, 
penyebaran Islam dengan pendekatan kebiasaan atau adat istiadat, penyebaran Islam 
melalu perdagangan, penyebaran Islam melalui diplomasi atau dialog, penyebaran 
Islam melalui kesaktian, penyebaran Islam melalui masjid dan pegawai sara’, 
penyebaran Islam melalui tabliq atau pidato, penyebaran Islam melalui siklus 
kehidupan, dan penyebaran Islam melalui kawin mawin. 





Di sisi lain sejarah pengembangan Islam  di Indonesia tidak dapat dilepaskan 
dari peran tarekat. Islam berkembang di kalangan komunitas-komunitas tertentu di 
Indonesia melalui serangkaian ajaran tarekat yang dikembangkan oleh berbagai guru 
(mursyid) atau juga penganut tarekat yang memang memiliki penghayatan dan 
pengamalan agama yang relatif baik dalam arti bahwa mereka secara umum telah 
mengamalkan ajaran agamanya. Amalan ajaran agama dalam wacana tarekat adalah 
pengamalan agama yang memasuki relung dalam atau dimensi esoterik.
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Penyebaran agama Islam dengan menggunakan pendekatan ketarekatan ini 
ternyata telah membawa pengaruh besar bagi pengislaman komunitas-komunitas 
tertentu di Indonesia. 
Menurut Tjandrasasmita seperti yang dikutip oleh Nur Syam menyatakan 
bahwa pengislaman masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh keberadaan guru-
guru tarekat yang menjadi faktor penting dalam proses pengislaman dan 




Ada kelebihan secara strategis tentang islamisasi model terekat ini, sebab 
secara faktual bahwa masyarakat Indonesia yang pada masa itu masih hidup di bawah 
bayang-bayang pengaruh Hindu-Budha dengan tradisi-tradisinya seperti upacara 
lingkaran hidup, upacara intensifikasi dan upacara lain yang diselenggarakan, ketika 
berhadapan dengan ajaran tarekat tidak secara langsung dihapus, akan tetapi 
dimodifikasi sedemikian rupa atau dengan pernyataan lain, subtansinya sudah diubah 
seperti diperlakukannya wasilah (perantara) kepada para nabi dan doa dalam bahasa 
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Arab dengan tetap diperbolehkan berwasilah kepada yang dipercaya sebagai 
penunggu desa dengan proporsi yang lebih sedikit banyak masih tetap seperti semula, 
inilah yang disbut sebagai Islam subtansial atau Islam yang bersifat kultural.
11
 Proses 
islamisasi model ini, sedikit banyak tidak menimbulkan konflik eksternal, artinya 
islamisasi terjadi dalam proses damai. 
Disisi lain, pendidikan juga sebagai alat pengembangan Islam secara efektf. 
Gerakan dakwah Islam pertama kali di Indonesia, tidak begitu saja menghapuskan 
sistem pendidikan yang telah berjalan diberikan warna Islam. Jadi bentuk lembaganya 
tetap, namun isinya mengalami perubahan.
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Penyebaran dan pengenalan ajaran Islam di Buton juga dilakukan melalui 
lembaga atau institusi pendidikan. Institusi pendidikan mulai muncul di Buton pada 
masa akhir-akhir kesultanan, yaitu pada paru terakhir abad XVII M atau masa 
berkuasanya sultan La Jampi (1763-1788 M). Sepanjang sejarah Buton paling tidak 
dikenal beberapa zawiyah yang dijadikan sebagai tempat atau wahana dalam rangka 
memperdalam ilmu-ilmu agamanya khusunya dalam ilmu tasawuf. Diantaranya 
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C. Pengaruh Islam Terhadap Masyarakat Buton 
Islam mempunyai tiga prinsip yang harus dipegang untuk menyikapi tradisi 
masa lalu yaitu pertama, akomaodatif artinya Islam bisa mengakomodir budaya lokal 
dengan mengedepankan syarat sebagai baromometer. Kedua, selektif artinya tradisi 
atau budaya tersebut diteliti terleibih dahulu agar tidak bertentangan dengan syariah. 
Ketiga, proposional artinya pelaksanaan suatu kegiatan terkait dengan budaya lokal 




Karena sifat penyebaranya yang bertahap dan damai. Islam di Asia Tenggara 
cenderung menyesuaikan diri  dan menyatu dengan elemen budaya lokal.
15
 Level 
peleburan Islam dengan agama dan budaya lokal ini berbeda di setiap  daerah. 
Sebagai contoh misalnya, orang-orang Sasak penghuni pulau Lombok tetap 
mempertahankan beberapa elemen dari agama leluhur mereka, Sasak-Boda. Model 
berislam mereka lasim dikenal sebagai Islam Wetu-Telu, karena syahdan, mereka 
hanya mengajarkan salat tiga waktu, yang membedakan dalam Islam ortodokx yang 
mengakui kewajiban salat itu adalah lima waktu (Islam lima waktu). Istilah Wetu-
Telu sebenarnya merupakan filsafat kosmologi orang Sasak tentang tiga tahap dalam 
kehidupan manusia yaitu lahir, hidup, mati,  dan bukan karena perbedaan jumlah 
waktu salat, dalam kepercayaan orang Sasak, leluhur menempati tempat yang sangat 
penting dan selalu dilibatkan dalam setiap ritual ibadah. Sebagai contoh, orang Sasak 
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Wetu-Telu tidak hanya membayar zakat anggota keluarga yang hidup, tetapi 
bayarkan orang yang sudah meninggal dunia.
16
 
Selain suku Sasak, ada juga suku Kajang di Bulukumba Sulawesi Selatan 
yang memeperaktekan ajaran Islam dengan cara mereka sendiri. Sebagai muslim 
orang Kajang mengucapkan syahadat dan bagi laki-laki melakukan prosesi khitan, 
tetapi orang Sasak tidak mersa berkewajiban untuk melakukan salat lima waktu. 
Mereka juga percaya bahwa kewajiban ibadah haji ke Mekkah bisa dipenuhi dengan 
memtong dua ekor sapi dan menyediakan kira-kira makanan sebanyak satu ton nasi 
untuk penduduk lokal. Bagi suku Kajang, ajaran-ajaran yang tersarikan dalam pesan 
leluhur mereka, Pasang ri Kajang,  lebih berarti dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 
Pesan leluhur itu mereka percayai sebagai wahyu dari Tuhan mengenai cara 
berhubungan dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta. Pesan inilah yang 
diberlakukan oleh orang Kajang untuk mengatur komunitasnya sehingga siapa pun 
yang melanggar prinsip-prinsip itu harus di bunuh atau di asingkan dari 
komunitasnya. 
Beberapa kasus keberagamaan di setiap daerah atau suku yang telah di 
singgung di atas, memiliki kemiripan dengan suku Wabula yang ada di Buton. 
Masyarakat Wabula sampai hari ini masih mempertahankan pesan leluhur mereka 
yang bersal dari Kumaha. Mereka juga memberikan pemujaan yang berlebihan pada 
roh leluhur yang telah meninggal dunia, sehingga apapun yang mereka kerjakan 
dalam kehidupan keseharian mereka senangtiasa menyebut roh leluhur sebagai 
landasan utamanya. Hal ini terbukti saat musim ziarah kubur pada pasca lebaran. 
Ziarah kubur dianggap sebagai sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan, roh 





leluhur (sumanga) sangat menempati posisi yang tinggi dalam masyarakat Wabula di 
Buton. 
Hal ini disebabkan, karena sejak masuknya ajaran agama Islam di Buton. 
Ketika terjadi pengislaman tidak melahirkan kader-kader pelopor islamisasi yang 
dalam jiwa mereka tumbuh suatu tanggung jawab moral untuk melanjutkan proses 
pengislaman di Buton. Hal ini disebabkan karena proses pengislaman di Buton hanya 
menggunakan sistem pengajaran, tanpa di dukung sistem pendidikan seperti pondok 
pesantren dan majelis ta’lim. Hal yang lebih memperhatikan lagi adalah sistem 
pengajarannya pun menggunakan pola yang tertutup atau tidak bebas dengan dilatar 
belakangi oleh sikap sebuah paham keyakinan bahwa ilmu keislaman yang masuk di 
Buton adalah ilmu-ilmu yang bersifat rahasia. Maka sebagai akibatnya adalah 
generasi muslimnya yang ingin mendalami ilmu keislaman seperti ini,  hanya bisa 
tercapai jika disertai dengan kesungguhan pengabdian.
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Dalam konteks Buton unsur-unsur pengaruh ajaran agama Islam yang diserap 
oleh adat istiadat masyarakat Buton adalah berkaitan dengan ajaran paham mistisme 
(tasawuf). Ajaran dan paham tasawuf banyak menanamkan nilai-nilai kesakralan bagi 
para penagnutnya. Hal ini bagi masyarakat Buton di  masa silam melahirkan sifat 
spontanitas rasa kagum dan hormat terhadap, nilai-nilai moral dan adat istiadat. 
Konsep tentang nilai adat dan agama, Buton pada prinsipnya merumuskan 
dalam satu pernyataan, agama itu adalah adat, dan adat itu adalah agama. Maksudnya, 
agama Islam harus dijadikan sebagai adat kebiasaan, dan sebaliknya adat kebiasaan 
harus dikuatkan oleh ajaran agama. 





Berkaitan dengan konsep di atas maka kalau kita telaah dan merenungkan 
kandungan makna falsafah adat masyarakat Buton, bahwa bagaimana pun besarnya 
peranan adat istiadat, tetapi masih besar peranan nilai moral yang terkandung dalam 
ajaran agama. Karena itu dengan bertolak dengan kandungan makna falsafah adat 
Buton tersebut, bagaimanapun berdiri tegaknya nilai-nilai adatnya dalam kehidupan 
sosial masyarakat Buton, tetapi kalau tidak disertai dengan berdiri tegaknya nilai-nilai 
ajaran Islam maka tidak akan dapat memberikan inspirasi kehidupan yang berarti, 
sebab sudah ditegaskan dalam falsafah adat Buton, yakni: 
- Anadaki-anadakimo arataa Solana boli okaro 
- Anadaki-anadakimo karo Solana boli olipu 
- Anadaki-anadakimo lipu Solana boli osara 
- Anadaki-anadakimo sara Solana boli agama 
Artinya: 
- Biarkan harta hancur asalkan keselamatan diri 
- Biarkan diri hancur asalkan keselamatan negeri 
- Biarkan negeri hancur asalkan keselamatan pemerintah 
- Biarkan pemerintah hancur asalkan keselamatan agama 
Falsafah tersebut mengandung konsekuensi dalam kehidupan bahwa semua 
persoaalan yang timbul karena adat, maka sebagai tempat rujukannya adalah agama 
Islam, namun barangkali persoalan yang cukup mendasar dan prinsipil seirama 
dengan hal terebut maka ada dua ungkapan filosofis bahasa Muna yang barangkali 
perlu kita renungkan kembali yaitu “Koagomano be-pande agama dan koadhatino be-
pande agama” artinya, orang yang berjiwa agama dengan orang yang pandai 
berbahasa agama, dan orang yang beradat dengan orang yang pandai berbahasa adat.  
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Orang yang berjiwa agama pada prinsipnya adalah orang yang senangtiasa 
menyusuaikan sikap dan tingkah lakunya sebagaimana ajaran agama yang dianutnya, 
sedangkan yang hanya pandai berbahasa agama belum tentu ia konsekuen terhadap 
ajaran agama yang dianutnya. Demikian juga orang yang beradat (koadhatino) pada 
prinsipnya adalah orang yang menyesuaikan sikap tingkah lakunya seperti nilai-nilai 
ajaran moralnya yang terkandung dalam norma-norma adatnya. Sebaliknya orang 
yang hanya pandai berbahasa adat (pande adhati) belum tentu ia bersikap konsisten 
terhadap nilai-nilai ajaran moral yang tekadung dalam norma-norma adatnya ini.  
Dengan bertolak dari kontribusi pemikiran di atas, maka salah satu dilema 
sosial budaya Islam di Buton adalah menonjolnya wajah Islam tradisi dalam 
kehidupan keagamaan masyarakat muslim Buton yang sudah merupakan wujud 
kondisional dengan melewati rentang waktu yang panjang. Menonjolkan wajah Islam 
tradisi dalam kehidupan keagamaan masyarakat muslim Buton di sebabkan oleh 
beberapa hal yaitu dalam proses berlangsungnya pengislaman di masa lalu tidak 
melahirkan kader-kader pelopor pelanjut islamisasi (membentuk mata rantai 
kesinambungan islamisasi) dari masyarakat Buton sendiri, sebagai akibat langsung 
maupun tidak lansung dari pengaruh politik Hindia Belanda sebab politik kolonial 
Belanda tujuan utamanya adalah menghancurkan agama Islam di Indonesia, Islam di 
Buton tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh pembaharu yang masuk di 
berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, dan Sulawesi Selatan. 
Oleh karena itu, tradisi budaya yang juga merupakan unsur-unsur nilai dan 
norma-norma kehidupan masyarakat tradisional yang masih tetap dipertahankan 
adalah sebagai berikut: 
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Pertama, bentuk-bentuk upacara tradisi keagamaan, yang di dalamnya 
mengandung nilai-nilai dan norma-norma kesucian. Karena pengarunya dalam 
masyarakat tradisional sangat bersifat sakral. Kedua, konsep-konsep falsafah adat, 
yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dan norma-norma kehidupan sosial 
kemasyarakatan mengajarkan kebaikan melalui ucapan dan tingkah  laku sebagai 
tolak ukur antara yang baik dengan yang buruk dalam pergaulan masyarakat 
(interaksi sosial). Ketiga, dalam sastra dan seni tradisonal, yang di dalamnya 
mengandung nilai-nilai dan norma-norma kepentingan bersama dalam kehidupan 
sosial masyarakat. Keempat, hukum adat dan bentuk-bentuk upacara adat, yang di 
dalamnya mengandung nilai-nilai dan norma-norma kepentingan bersama dalam 
kehidupan sosial masyarakat dan mengajarkan keadilan. Kelima, sejarah yang di 
dalamnya mengandung nilai-nilai dan norma-norma peristiwa masa silam. Serta 
mengajarkan agar kita belajar dari pengalaman sejarah generasi masa silam.
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Secara umum adanya ajaran agama Islam yang masuk ke Buton membawa 
pengaruh pada sistem kehidupan masyarakat Buton, dalam sistem politik 
perubahannya dapat dilihat dengan keinginan raja Buton untuk mengubah 
pemerintahannya dari sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan. Bukan hanya itu 
saja pengaruh Islam dalam bidang politik juga dapat dilihat dalam sistem pemilihan 
pejabat mulai dari sultan sampai pejabat terendahnya. Dalam aspek sosial budaya 
Islam mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan watak dan akhlak bagi 
Masyarakan Buton. Pada bidang pendidikan, Islam berpengaruh dalam pembentukan 
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sekolah-sekolah Islam dan pendidikan Islam yang dikenal dengan istilah “Aporugu 







A. Kesimpulan  
Untuk mendapatkan uraian secara ringkas isi skripsi ini, maka berikut ini 
penulis akan menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Kerajaan Buton secara resmi menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa 
pemerintahan Raja Buton ke-6 yaitu Lakilapoto tahun 948 H (1542 M). Beliau 
yang diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid yang datang dari Johor. Beliau adalah 
seorang ulama sufi atau seorang pengemban ajaran agama Islam di Buton. Proses 
Islamisasi di Buton boleh dikata berjalan dengan damai, dalam usaha mereka 
melangsungkan islamisasi itu tidak dengan cara yang radikal dan bersifat heroik 
ataupun penaklukkan suatu daerah untuk diislamkan. Sebab target dalam proses 
pengislaman yang dilakukan oleh para sufi tersebut mengacu kepada keberhasilan 
mereka untuk mengganti keyakinan dan kepercayaan lama bagi suatu masyarakat 
di suatu daerah dengan akidah Islam. Seperti halnya Syekh Abdul Wahid yang 
telah melangsungkan islamisasi di Buton dengan cara penetrasi damai yang tidak 
bersifat radikal dan heroik, sebab Syekh Abdul Wahid berharap kelak akan 
terbentuk suatu rantai genarasi muslim yang melangsungkan islamisasi secara 
berkesinambungan. Upaya Lakilaponto dalam mengembangkan ajaran Islam dapat 
dilihat dengan perubahan struktur dan sistem pemerintahan Buton dan 
menyesuaikan dengan ajaran Islam. Berubahlah bentuk pemerintahan dari kerajaan 





Lakilaponto (Haluoleo) menjadi Kesultanan Buton rajanya bergelar Sultan 
Qaimudin Khalifatul Khamiz dan setelah wafat di gelar “Murhum” 
2. Proses penyebaran Islam di Buton dapat dikatakan berlangsung secara penetasi 
damai sebab islamisasi di Buton berlangsung bukan karena penaklukan suatu 
daerah untuk diislamkan. Ada beberapa proses penyeberan Islam di kesultanan 
Buton. Pertama, penyebaran Islam melalu Istana. Kedua, penyebaan Islam melalui 
jalur politik. Ketiga, penyebaran Islam dengan pendekatan kebiasaan atau adat 
istiadat. Keempat, penyebaran Islam melalu perdagangan. Kelima, penyebaran 
Islam melalui diplomasi atau dialog. Keenam, penyebaran Islam melalui kesaktian. 
Ketujuh, penyebaran Islam melalui masjid dan pegawai sara’. Kedelapan,  
penyebaran Islam melalui tabliq atau pidato. Kesembilan, penyebaran Islam 
melalui siklus kehidupan. Kesepuluh, penyebaran Islam melalui kawin mawin. 
Tentunya penyebaran Islam di Buton pula tidak lepas dari campur tangan 
penguasa atau sultan pada saat itu. 
3. Pengaruh Islam terhadap kesultanan Buton membawa pengaruh pada sistem 
kehidupan masyarakat Buton, dalam sistem politik perubahannya dapat dilihat 
dengan keinginan raja Buton untuk mengubah pemerintahannya dari sistem 
kerajaan menjadi sistem kesultanan. Bukan hanya itu saja pengaruh Islam dalam 
bidang politik juga dapat dilihat dalam sistem pemilihan pejabat mulai dari sultan 
sampai pejabat terendahnya. Dalam aspek sosial budaya Islam mempunyai 
pengaruh besar dalam pembentukan watak dan akhlak bagi Masyarakan Buton. 
Pada bidang pendidikan, Islam berpengaruh dalam pembentukan sekolah-sekolah 
Islam dan pendidikan Islam yang dikenal dengan istilah “Aporugu antona Islamu” 





juga dapat dilihat sebagaimana falsafah perjuangan hidup Islam masyarakat Buton. 
Nilai yang terkandung dalam falsafah perjuangan tersebut, pertama janganlah 
memikirkan harta benda, yang penting ialah keselamatan diri. Kedua, janganlah 
memikirkan diri, yang penting ialah keselamatan negeri. Ketiga, janganlah 
memikirkan negeri, yang penting ialah keselamatan pemerintahan/adat. Dan 
keempat, janganlah memikirkan pemerintahan/adat, yang penting ialah 
keselamatan Agama. 
B. Implikasi Penelitian 
Dari uraian yang dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyadari dan 
menyesali bahwa muatan inti skripsi ini hanyalah dapat melontarkan segelintir saja 
tentang islamisasi kesultanan Buton. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya, sekalipun jauh dari sebenarnya 
tentang bagaiman islamisasi kesultanan Buton. Salah satu tuntutan yang paling 
mendesak dewasa ini adalah peranan serjana yang berkualitas, berprofesional, 
mempunyai loyalitas dan wawasan yang luas dalam berbagai bidang ilmu, maka 
untuk mencapai hal tersebut diatas maka tugas pokok pada pembenahan perpustakaan 
dan penelitian secara intensif. 
Dan yang paling penting perlu dinetralisir secepatnya keberagaman penulisan 
karya tulis ilmiah yang benar. Dari saran di atas, penulis maksudkan sebagai realisasi 
perintah Allah Swt, untuk saling berpesan dalam kebenaran. 
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